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ABSTRAK

Nama . Alit Almanzo Moersidin
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul . Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Dibuat Notaris Melalui

Biro Jasa (Kasus PT XXX di jakarta Timur)

Pertumbuhan yang semakin pesat juga mengakibatkan persaingan yang semakin
berat dan rumit sehingga pelaku bisnis dalam mengambil keputusan juga
membutuhkan saran dan konsultasi sebelum mengambil keputusan baik itu dalam
bentuk marketing, perjanjian, atau lain-lainnya yang nantinya dinyatakan dalam
akta notariil. Persaingan yang semakin ketat tersebut membuat notaris semakin
gencar dalam mempromosikan jasanya, dan terkadang metode dan cara yang
digunakan melanggar baik itu kode etik maupun Undang-undang Jabatan Notaris.
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari akta pendirian
perseroan terbatas yang dibuat melalui biro jasa, berhubungan dengan adanya
jasa perantara atau biro jasa yang menawarkan klien yang ingin membuat
perjanjian atau akita kepada ng , dan juga akan membahas tentang sejauh

mana pertanggungjawab, 3 alam  perjanjian atau akta tersebut.
Penelitian ini ‘ engan desain preskriptif. Hasil
penelitian menyarayg ' otaris perlu ditingkatkan dan

pengaturan tentang gomg -\l D Lomase s ditinjau lebih lanjut untuk

41 idian hari, sehingga dalam
kepada kode etik notaris dan
It tleta aga harkat dan martabat yang
plumny

melaksanakan ja
Undang Undang
selama ini dijaga O

Kata kunci: 'J(A)V
Biro Jasa, Kode Etik! S

Vi
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ABSTRACT

Name . Alit Almanzo Moersidin

Courses : Master of Notary.

Title : Deed Of Establisment of limited Liability Company Made By
Notary Through A Service Agency (Case of PT XXX at East
Jakarta)

The fast growth also make the competion heavier and complicated that makes
people and corporate need advice and have to consult first in order to take actions
in terms of marketing, contract, or others that will be state in agreement made by
notary. The tight competion makes notary more fierce in order to promote their
services, and sometimes using bad method that breaks the law and code of
conduct. This thesis discusses the legal impact from a corporate legal act that
was made by a service agency related to a service agency who offers clients that
would make a pact or legal act to notary, and also review how far the
responsibility of notary and the service agency in that pact or legal act. This study
Is a qualitative research with a _pg&scriptive design. The results of this research
: Steke tightened and the arrangement of
using a service agenc .de v erious review so that an event like
this will be prevenieg ) : o Ait's duty with hold the code of
conduct and officiz AWK ANCE e notary honor and integrity

Keywords:
Service Agency, A ment
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan kehidupan masyarakat yang demikian cepat mengakibatkan
kehidupan masyarakat memerlukan adanya jaminan kepastian hukum terutama

disektor pelayanan publik. Notariséy4ang juga berada dalam sektor pelayanan jasa

adanya aturan-at I, dan juga menuntun Notaris

dalam melaksanaka . Aturan-aturan tersebut adalah
sebagai berikut :

1. Peratura%
(l

30 tahun 28

ambt in Indonesie (Ordonnantie 11 Januari 1860) S. 1860-3, mb. 1 Juli
1860 (TXVIII-25) yang dianggap tidak sesuai lagi perkembangan dan
kebutuhan hukum masyaraKat.
2. Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (untuk
selanjutnya disebut INI)
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga yang dibuat oleh INI
Peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan agar Notaris sebagai Pejabat

umum melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab terutama dalam hal

1 IndonesiaUndang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 tahun
2004, TLN. No. 4432, pertimbangan.
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pembuatan akta otentik yang menjadi kewenangannya sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini®

Landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian
hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan
keadilan melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian
hukum kepada masyarakat pengguna jasa N&taisnurut TAN THONG KIE
keberadaan Notaris :

“ tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang

(figure) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda

tangannya serta segelnyadcapnya) memberi jaminan dan bukti kuat,

seorang ahli yang @# a1 penasehat yang tidak ada cacatnya
: tup mulut dan membuat suatu

ari akan datang. Kalau seorang

perjanjian ya

advocate meg g timbul suatu kesulitan, maka
seorang No erjadinya kesulitan itu.”
Dalam melak@adaran engeluarkan produk hukum
berupa akta-akta Do TP NE k“ memiliki pembuktian yang

sempurna sebagai
KUHPerdata :

“Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang
berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatiya.”

Pada dasarnya bentuk dari suatu akta bukanlah suatu masalah, apakah itu

merupakan akta dibawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan

Z1bid., Ps. 1 ayat (1).

® Biro Humas dan HLN. HasbullahNotaris dan Jaminan Kepastian Hukum,

(www.wawasanhukum .blogspot.com 3 Juli 2007)

* Tan Thong KieStudi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. |, (Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2007), hal. 449

® Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.

Universitas Indonesia
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Notaris, selama para pihak yang ada dalam akta tersebut tetap berkomitmen untuk
melaksanakan kewajiban dan hak yang dinyatakan dalam aRtélkan tetapi,
menjadi sebuah masalah tersendiri diantara para pihak apabila nantinya salah satu
pihak yang bersepakat mengingkari kesepakatan yang tertuang dalam akta
sehingga menyebabkan suatu sengketa yang bisa merugikan pihak lainnya. Resiko
kerugian tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap
individu, ketidakjelasan identitas dan pengingkaran suatu prestasi yang akhimya
berujung pada konflik antara individuOleh karena itu, adalah penting bagi
individu tersebut untuk melengkapi diri dengan surat atau dokumen yang dapat
melindunginya dari segala akibat yang terjadi dari sebuah hubungan hukum.

Akta otentik merupakan solusi yang tepat dalam menuangkan dan

mengesahkan baik itu suatu kesepakatan ataupun bentuk lainnya yang berakibat

akta otentik yang - < c jcfleksi dari pemenuhan serta
pelaksanaan hak : arfl Sl 2k hukum dengan subjek hukum

lainnya

Akta otentik WA, Mena memiliki tiga kekuatan
pembuktian yaitu Qi bitwendige  bewijsracht),
kekuatan pembuktian vigskr2Chi) dan kekuatan pembuktian

Tiurut R. SUBEKTI bahwa "dari suatu

perkara perdata alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan, sedangkan

material (materiele bewijskracht).

dalam suatu perkara pidana kesaksi&n.”
Mengingat bahwa Notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena

bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat

® R. Subekti berpendapat "Suatu akte ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat
untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, dengan demikian unsur penting untuk
suatu akte adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu".
Lihat R. SubektiHukum Pembuktian, cet. XVI, (Jakarta: Padya Paramita, 2007). Lihat, hal. 25

" Ira Koesoemawati dan Yunirman RijateNotaris, cet. |, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009),
hal. 6.

8 Pendapat R. Subekti didasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 164 RIB
(Pasal 283 RDS) tentang alat-alat bukti dalam perkara perdata meliputi: bukti tertulis, bukti dengan
saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, Lihat/op.cit, hal. 19.
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memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap Notaris untuk menjaga wibawa
dan kehormatan profesi Notaris. Wibawa dan kehormatan profesi Notaris dalam
menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga, karena itu
diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi dan menjadi pedoman bagi
Notaris dalam melaksanakan jabatan serta berperilaku dalam melaksanakan
jabatannya.

Keberadaan UUJN dan Kode Etik Notaris, sebenarnya diharapkan dapat
menjadi pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
Tetapi seiring dengan semakin banyaknya Notaris, khususnya Notaris-Notaris
yang baru dilantik dan diangkat sumpahnya yang terfokus pada suatu daerah
tertentu, terutama pada kota-kota besar besar di Indonesia menyebabkan

timbulnya persaingan antara Notais-Notaris tersebut. Akibat ketatnya persaingan

dikalangan Notaris mene fans untuk melakukan perbuatan yang
demi mendapatkan klien yang
pada akhimya dape 1ORE 2 artabat jabatan Notaris dalam
pelaksanaan tugd Perbuatan-perbuatan tersebut
seperti :

1. g If oS8 S]] h dari yang ditetapkan

2. 2 AapdnkeiasarTagaenoan Biro jasa tertentu dalam

membuat rekilame atau meikiankan diri melalui media promosi baik
cetak dan elektronik
4. menghalalkan segala cara yang bertentangan dan melanggar ketentuan
yang ada dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Salah satu pelanggaran yang paling sering dilakukan dan sering ditemui
dalam praktek adalah penggunaan Biro jasa oleh Notaris untuk mendapatkan
klien. Seperti yang telah disebutkan diatas, persaingan yang semakin berat
Notaris-Notaris mencari cara untuk mendapatkan klien dengan mudah. Salah satu
contoh kasus adalah pembuatan akta pendirian perseroan terbatas PT XXX
melalui Biro Jasa Z oleh Notaris Y. Secara tegas dinyatakan bahwa untuk
mendirikan perseroan terbatas harus dalam bentuk akta Notaris. Dalam contoh

kasus PT XXX, seluruh proses pembuatan akta tersebut dilaksanakan oleh Biro

Universitas Indonesia
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Jasa Z, hal ini menjadi timpang karena agar suatu akta dapat menjadi akta Notaris
harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang
terutama UUJN.

Walaupun belum diatur secara tegas mengenai hal tersebut terutama dalam
UUJN. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Kode Etik Notaris telah disebutkan bahwa Notaris
yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dapat dikenai sanksi berupa :

a. Teguran

b. Peringatan

c. Pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan

d. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Hal diatas dapat kita lihat dan temukan dalam Kode Etik Notaris, tetapi ada

suatu permasalahan yang menurui

venulis paling penting, yaitu bagaimana dengan

Notaris dan UUJN
Penelitian ini JVakan

permasalahan dan akibat-akibai nukuim dari akia yang dibuat melalui proses Biro
jasa beserta syarat-syarat yang seharusnya terpenuhi oleh pihak-pihak yang
namanya tercantum dalam akta sebelum dibuatkan oleh Notaris, dan tidak luput
juga akibat hukum bagi Notaris dan Biro jasa yang menjual jasa pembuatan akta
baik dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan Notaris yang membuat akta
tersebut terkait dengan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar

hukum.

1.2 Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam
penulisan ini adalah:

Universitas Indonesia
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1. Bagaimanakah kedudukan dan status hukum akta pendirian perseroan
terbatas yang dibuat oleh Notaris melalui Biro Jasa?

2. Bagaimanakah akibat hukum bagi Notaris dan Biro jasa yang mejual jasa
pembuatan akta Notaris ?

3. Bagaimanakah kedudukan dan status hukum akta pendirian PT XXX
berkedudukan di Jakarta Timur yang dibuat oleh Notaris Y melalui Biro

Jasa Z?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum
Tujuan dari diadakannnya penelitian ini adalah untuk menganalisis secara
hukum mengenai akibat hukum yang timbu! beserta syarat-syarat agar suatu

2. Untuk mengetahul sya¥ai-syarat verlijden agar suatu akta dapat
dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terkait
dengan akta yang dibuat melalui Biro jasa.

3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Notaris dan Biro jasa terkait
dengan akta pendirian perseroan terbatas PT XXX yang dibuat melalui

jasanya khususnya jika dikaitkan dengan pasal 1365 KUHPerdata.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari
bahan pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan

data sekunder, yang antara lain dilakukan dengan cara mengumpulkan dan

Universitas Indonesia
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mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang
berwujud laporan, dan seterusnya. Data sekunder itu sendiri dapat diperoleh
dengan menelusuri beberapa bahan hukum sebagai Berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam
penelitian ini, data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui
pembahasan tentang peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini
adalah UUJN, dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya
dibidang kenotariatan;

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi
penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana dalam hal ini, data
tersebut diperoleh dari makalah-makalah atau buku-buku mengenai akta

Notaris, jabatan Notaris, kode etik Notaris, peran Notaris, dan lain-lain;

3. Bahan hukum tertig ; ) ghan hukum yang memberi petunjuk

maupun penjg . 3 kum primer dan bahan hukum

>\c

Tipe penelitiagyang dig .a :‘ (i am 8 an ini dilihat dari bentuknya

sekunder, da s besar bahasa Indonesia, dan

sebagainyg®

adalah penelitian pEsgfiptif, fiuan wehaberikan jalan keluar atau saran
untuk mengatasi pef !{5. \_gv)“ Senelitian ini, jenis data yang
digunakan adalah daia Sekufnde @W-...— bahas mengenai akibat hukum yang
akan timbul atas akia yang dibuat®elalul Biro jasa beserta syarat-syarat verlijden
suatu akta agar menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang
kemudian dianalisis berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan
dengan hal tersebut. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi dokumen.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Dengan demikian, bentuk penelitian ini akan berbentuk preskriptif

analitis.

® Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1984), hal. 12.
19 Sri Mamudii,et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.
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1.5. Sstematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari penulisan tesis yang disusun,
dapat dikemukakan bahwa tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yang masing-masing
terdiri dari beberapa sub-bab untuk mempermudah pemahamannya. Adapun
sistematika tesis ini adalah sebagai berikut.

BAB | merupakan pendahuluan, yang berisikan gambaran umum yang
mengungkapkan latar belakang permasalahan penulisan tesis ini, pokok
permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan uraian mengenai
penulisan atau sistematika penulisan. Kemudian BABAKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT NOTARIS MELALUI BIRO
JASA (KASUS PT XXX DI JAKARTA TIMUR)”. Bab Il ini terdiri dari 7
(tujuh) sub Bab yang akan membghas tentang Biro jasa, tinjauan umum Notaris,
kode etik dan undang ug
Notaris, akta Notaris ;i an melanggar hukum dalam pasal
1365 KUHPerdata \‘hh ’ }‘J joatas Melalui Biro Jasa dan di

sub bab 7 (tujuh),? £ pesipeneliizn yang didalamnya mencakup

otaris, kewajiban dan larangan bagi

uraian contoh kasU&ida stails :‘ an dkt@*hendirian perseroan terbatas PT
XXX yang dibuat @dEafui Bi 0 dideidinnya mencakup syarat-syarat
yang diwajibkan aga ‘( 4(.4;,, ~..]u)‘ i&tan pembuktian yang sempurna,
dan pertanggungjawab3@ Mo@dc dep~32e 7asa atas akta pendirian perseroan
terbatas PT XXX dihubungkan d -\./. pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan
melanggar hukum. Yang terakhir adalah BAB lll, yaitu penutup, yang merupakan

bagian akhir dari penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan dan saran.
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BAB 2

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT
NOTARIS MELALUI BIRO JASA

2.1. Tinjauan Umum Biro Jasa
Secara etimologi, Biro jasa dapat didefinisikan sebagai lembaga usaha yang

memberikan jasa bantua Siap.
perusahaan, atau pefMaset (",‘) pemerintah. Oleh karena bentuk
pelayanannya meli herh- \ amaka dilihat dari skala usahanya

Brba 0 A\ |2 'Pdmw.u
-ﬂ ' ’ﬁh-— Ar bahasa Indonesia mengartikan

Biro sebagai ke Dag¥® | ta mengurusi suatu urusan:

h ang membutuhkan baik perorangan,

ada berbagai ukur3

kepegawaian, perugn ja (7 jas tikan sebagai perbuatan yg
bak atau berguna gf(f"\uxw.,.- negara, instansi; perbuatan yg
memberikan segala 6 Togr o llelsagll a0y lain; layanan; servis; aktivitas,
kemudahan, manfaat, dsb=94 Voief. LT kepada orang lain (konsumen) yg
menggunakan atau menikmatir’ﬁ(a Kamus hukum sendiri mengartikan Biro
sebagai kantor; badan yang fungsinya mengurus suatu bidang téftentu.

Kitab Undang Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD)
sendiri tidak memberikan pengertian yang pasti mengenai Biro Jasa. Dalam
KUHD, hanya dikenal perantara yang diatur dalam pasal 1601 KUHD. Perantara

yang dimaksud adalah :

" Departemen Pendidikan Nasional Indonesimus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 1.
(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 198.

12 bid., hal. 5609.

13 Soesilo Prajogd¢amus Hukum Internasional dan Indonesia,Cet. 1. ( Jakarta : Wacana
Intelektual, 2007), hal. 69.
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1. Makelar
Berdasarkan pasal 62 KUHD, makelar adalah seorang perantara yang
diangkat oleh Presiden atau oleh seorang pembesar yang ditunjuk oleh
Presiden, dalam hal ini kepala pemerintahan Daerah. Sebelum melakukan
pekerjaannya, seorang makelar diambil sumpahnya dihadapan pengadilan
negeri yang bersangkutan, dan dalam menyelenggarakan perusahaannya,
ia akan mendapat upah tertentu.

2. Komisioner
Berbeda dengan makelar, seorang komisioner bertindak atas nama sendiri,
ia bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan untuk
tindakannya itu ia menerima upah atau provisi (Pasal 76 KUHD).

Berhubung dengan tindakagn atas namanya sendiri komisioner tidak

diwajibkan menera g yang menyuruhnya (principaal) dan
ia dapat berb yang berkepentingan, sehingga
dengan demj! a4 SE AN gsmn pada pihak lawannya (Pasal 77

KUHD). Keig % ' an dalam Pasal 78 KUHD,

adalah:

a) Hak mendahului atas barang-barang yang diserahkannya untuk
dijual, atau atas barang-barang yang telah dibeli, menurut Pasal 80
KUHD.

b) Hak menahan, hak ini berdasarkan Pasal 81 KUHD, dapat
dilakukan atas hasil penjualan barang, termasuk dalam Pasal 80
KUHD, untuk membayar pada diri sendiri upah yang menjadi
haknya. Hak menahan itu dapat pula dilakukan terhadap barang-
barang untuk dijual, untuk mana harus ditempuh jalan yang
ditentukan oleh Pasal 82 dan 83 KUHD.

c) lus separatis atau hak menyimpang. Penyimpangan ini berupa

tagihan secara berlangsung pada principaal-nya yang telah
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dinyatakan pailit, atau dengan perkataan lain tampa melalui Balai
Harta Peninggalan. Pasal 84 KUHD menentukan bahwa dalam hal
yang dimaksud di atas, berlakulah Pasal 56, 57, dan 58 Undang-
Undang Kepailitan (sekarang pasal-pasal ini telah mendapat
perubahan dan ditambah dengan Pasal 56 A UU No. 4 Tahun
1998). Dalam Pasal 56 tersebut menentukan: “... dapat
menjalankan haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Hak
utama ini tidak mengurangi haknya yang disebutkan dalam Pasal
1812 KUH Perdata, sehingga hak menahan itu sangat diperkuat.
3. Ekspeditur

Ekspeditur adalah barang siapa yang menyuruh menyelenggarakan

pengangkutan barang dagangan, melalui daratan atau perairan (Pasal 86

KUHD). Kewajiba ( ? ami, Pasal 37, 88, dan 89 KUHD, oleh

karena seorg 3 enyelenggarakan pengangkutan

kepada or; 3 g g jawab terhadap perbuatan-

perbuatan,Srane ™ N in itu adalah pengangkut dan

entuan-ketentuan dalam Pasal

mengenai HenBaN gk ufs :‘ tQrdapa
466 KUHL T se speddioertanggung jawab terhadap
pengiriman --m({ 0E ‘-‘ *2H0-barang hingga penyerahannya
pada yang berhak®micré ngangkut bertanggung jawab juga

dari saat penerimaan D@¥ng-barang hingga penyerahannya terhadap
ekspeditur.

4. Agency
Jenis ini sama dengan Makelar dan Komisioner, namun pengaturannya
tidak ada dalam KUHD maupun KUH Perdata, akan tetapi agency saat
ini sangat banyak berdiri dan diakui oleh masyarakat. Sehingga dalam
prakteknya memakai aturan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Pemberian
kuasa (Pasal 1792 — 1819 KUH Perdata), Pasal 62 — 64 KUHD, dan
Kebiasaan Dagang, serta Keputusan Menteri Perdagangan tentang Agen
Tunggal.

Biro Jasa mengalami perkembangan yang amat pesat mengikuti

perkembangan masyarakat saat ini. Pada awalnya, Biro jasa hanya berupa bantuan
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yang diberikan secara cuma-cuma dilandasi asas kekeluargaan dan kemudian
berkembang menjadi sebuah lembaga yang berfungsi untuk memudahkan dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan imbalan atas pelayanan yang
diberikan.

Saat ini banyak sekali bermunculan macam dan bentuk Biro jasa yang
memudahkan kita untuk mengurus sesuatu, salah satu yang paling banyak muncul
adalah Biro jasa pengurusan dokumen-dokumen seperti perpanjangan surat ijin
mengemudi, kartu tanda penduduk, dan lain-lainnya. Namun dalam
perkembangannya, Biro jasa mulai merambah ke bidang lain yang seharusnya
tidak boleh dimasuki.

Biro jasa juga mengalami perubahan melalui bentuk lembaganya yang

bertransformasi menjadi badan ugaha seperti CV dan perseroan terbatas yang

AN

lain yang mengRas~ga it h

perjanjian yang dilaksanakaefch anggota masyarakat dewasa ini semakin
rumit dan kompleks.

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata "notarius" (bahasa
latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana
tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat
catatan pada masa itu. Sudah hampir seabad lebih, kedudukan Notaris dalam
memangku jabatannya didasarkan pada keterRRaglement Of Het Notaris
Ambt In Nederlandsch No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 1 Juli 1860. Dalam
kurun waktu tersebut, PJN telah mengalami beberapa kali perubahan. Saat
ini, Notaris telah memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya

UUJN.
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Pengertian Notaris dalam syste@ivil Law yang diatur dalam Pasal 1
Ord, stbl. 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku
tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo, disebutkan
pengertian Notaris adalah sebagai berikut:

"Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang
berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan,
perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh
perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang
berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik,
menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse,
salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya
itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau
dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orant/fain

Definisi Notaris yang terdapat dalam UUJN lebih singkat daripada

Pasal 1 angka

membuat aktg,® 7 sebagaimana dimaksud dalam

b) berwenang me
c) otentik
d) ditentukan oleh undang-undang

Apabila kita tinjau secara secara umum dan menyesuaikan dengan
perkembangan rnasyarakat, rnaka tugas dan pekerjaan dari Notaris pada
urnumnya meliputi:

1. Membuat akta-akta otentik, sebagairnana dirnaksud dalam Pasal

1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Mengesahkan surat-surat di bawah tandkegaliseren), dan

mendaftarkan surat-surat di bawah tanggwaarmerken)

4 R. Soegondo, Notodisoerjdukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, (Jakarta:

Rajawali, 1982)
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bedasarkan Pasal 1874, 1874a Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.
3. Memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai

Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Definisi Notaris yang terdapat dalam UUJN, tidak mencantumkan kata
“satu-satunya” sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pejabat
umum yang dapat membuat akta tidak hanya Notaris saja melainkan terdapat
pejabat-pejabat yang lain. Sedangkan dalam PJN, terdapat kata “satu-
satunya” sehingga jelas hanya Notarislah yang berwenang mambuat akta
sedangkan "semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang ‘tertentu’,

artinya wewenang mereka merupakan pengecualian, tidak meliputi lebih

daripada pembuatan akia g ‘ ) 211g secara tegas ditugaskan kepada mereka

oleh undang-undag@!

Notaris talaise avazia penuh oleh masyarakat untuk

memberikan ﬁ ran-saran dalam menghadapi

masalah-mas3 iku i rdd®aa put diberikan karena Notaris

adalah seora g juj ‘ o | VI Mat segala tulisan, dan ditunjuk
oleh seorang pg; ."""(&f n&

oleh masyaraka

salah satu pihak, hal ini dapat diketahui dari pendapat Mr. Wolthuis, yang

tu, Notaris juga dipercaya

ofesi yang mandiri, meskipun klien

datang kepadanya, ia A=k secara mandiri, dan tidak memihak

menyatakan:

"seorang Notaris memang seorang yang teliti dan dia tidak mudah
melompat-lompati soal-soal, sebagaimana seorang pembela di hadapan
pengadilan yang tanpa pikir panjang mengemukakan sesuatu yang
dibisikkan oleh klien mereka.”

5 GHS. Lurnban TobingPeraturan Jabatan Notaris, cet. 3 (Jakarta: Penerbit Erlangga,
1983), hal. 34.

' Tan Thong Kiepp.cit., hal. 172.

7 1bid., hal. 173.
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Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat
umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara
dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian
hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdstaarnis
memperoleh  kewlenangannya langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya
Notaris melakukan sebagian kekuasaan eksekMibtaris berwenang untuk
membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Namun meski memperoleh kekuasaannya dari eksekutif, Notaris
bukanlah pegawai negeri. Hal ini karena:

"Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang digaji, Notaris tidak

hukum yang bersifat perdata.
Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting
yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah
dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, ketertiban
dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di
hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki
nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi
sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai salah satu penegak

hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan

'8 Tobing,op.cit., hal. 36.

¥ Tan Thong Kiepp.cit., hal. 159.
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pembuktian. Dari uraian-uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
Selain itu, dari berbagai pendapat sebagaimana tersebut di atas, dapat pula
disimpulkan bahwa Notaris haruslah seorang yang jujur, dapat dipercaya,
pandai serta ahli di bidang hukum dan tidak memihak siapapun.

Tinjauan Umum Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris
2.3.1. Kode Etik

Profesional adalah kelompok yang memiliki keahlian dan kemabhiran
tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang

berkualitas dan berstandar  tinggi. Meskipun memiliki keahlian dan

kemahiran yang tinge *P Spacti  profesional tidak memerlukan
pengawasan daif BS ’1 penuavwasan dan penilaian tersebut
diperlukan ag dar profesional. Hanya rekan

sejawatlah yag9ida ;i \ ‘ h'l- San dan penilaian. Oleh karena

"‘. e' keh3 4 organisasi profesi dengan

itu dlbentuklnls |.

perangkat berdfagkode dalamn_Gal ini jelas diperlukan untuk

menjaga martabz (‘(‘_, G );\‘,‘,-4 dan disisi lain melindungi
masyarakat dar se@alg @"\«»..-.- pangan maupun penyalahgunaan
keahlian terkait dengan proleS®rang diemban oleh Notaris..

Untuk mengetahui definisi dari kode etik maka perlu diketahui
pengertian etik atau etika terlebih dahulu. Etik (atau etika) berasal dari kata
ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan ata@’adat.”
Etika memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur
pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. Jika kita berbicara mengenai
etika, maka etika tidak terlepas dari moral filosofi yang menyangkut moral,

integritas dan perilaku/tingkah laku dari seseorang. Hati nurani merupakan

% pengertian Etika dan Etika Profes, “http://students. ukdww.ac.id/-22981938/

artikel1.html, 19 Januari 2006.
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dasar kedasaran dari ucapan dan tindakan serta tolak ukur baik atau buruknya
ucapan atau tindakannya.

Notaris juga memiliki sebuah persatuan/perhimpunan organisasi
profesi. Salah satu organisasi profesi Notaris yang tertua adalah INI, "INI
merupakan kelanjutan dari. "de Nederlandsch-Indische Notarieele
Vereeniging" yang dahulu didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli $908"
Dengan ini, INI sudah berusia 100 tahun lebih. Namun, selain INI, ada
beberapa organisasi profesi Notaris yang lain, yailu "Himpunan Notaris
Indonesia Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) dan Persatuan Notaris Reformasi
Indonesia (Pernori).

Terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M-01.HT.03.01
Tahun 2003 Pasal 1 butir 13,dinyatakan bahwa "Organisasi Notaris adalah

peraturan Men , 0 11 fivieg 2R.08.C10 tahun 2004 secara

implisit juga ; Hhwe 1% Puganisasi profesi yang diakui

Definisi INI sebagal org@®sasi terdapat dalam Kode Etik, yaitu:

"lkatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah

Perkumpulan/organiaasi bagi para Notaris, berdiri semenjak
tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtpersoon)
berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah)

L Komar Andassmita\otaris Selayang Pandang (The Notary Public At A Glance), cet.

2, (bandung : Penerbit Alumni, 1983), hal. 21.

2 Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, Keputusan Mneteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang KeNotarisan, Kepmen Hukum dan HAM No. M-01.HT.
03. 01 Tahun 2003, Ps. 1 butir 13.

3 Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, Peraturan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian
Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris,
Permen Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10, tahun 2004, Ps. 3 ayat (1) (b) juncto Ps. 4 ayat (1)
(b) Juncto Ps. 5 ayat (1) (b).
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tanggal 5 September 1908 No. 9, merupakan satu-satunya wadah
pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan
menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia,
sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari
pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia pada tanggal 21 januari 1995 Humor C2-
1022.HT.01.06.Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1996 No. 20 Tambahan
Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan
organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam :Undang-
undang Nomer 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 117%

Oleh karena itu, INI adalah organisasi yang ditunjuk oleh Peraturan
Menteri Hukum dan HAM No.02.PR.08.01fhhun 2004 serta UUJN maka

tulisan ini akan me y8langgaran ditinjau dari Kode Etik yang
dibuat oleh INI.
"Kode Ei IS ‘ : gya akan disebut Kode Etik
adalah it a~yend €itentukan oleh Perkumpulan
Ikatan ; akan disebut

J@KeLgres Perkumpulan dan/atau
r.. peraturan perundang-
dan yang berlaku bagi
] anggota Perkumpulan

Kode Etik terbaru yang dibuat oleh INI adalah Kode Etik yang
ditetapkan pada 27 Januari 2005. Menurut GHS. Lumban Tobing, SH:

“Berbeda dengan Kode Etik dari organisasi-organisasi profesi lainnya,
seperti IKADIN, PERADIN dan IDI, yang disusun dan ditetapkan

sendiri oleh organisasi yang bersangkutan, Kode Etik bagi Notaris
diatur secara hukum dalam PJN. Oleh karena itu pula saya sendiri yang
pada waktu itu (periode 1970-1972) menjabat sebagai Ketua Umum
INI tidak setuju untuk menyusun dan menetapkan lagi Kode Etik

tersendiri bagi INI, berdasarkan kenyataan bahwa Kode Etik bagi para

4 |katan Notaris Indonesiakode Etik Notaris, ( Bandung : 27 Januari 2005), Ps. 1
angka (1).
% bid., Ps. 1 angka (2)
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Notaris telah diatur secara hukum dalam PJN lengkap dengan sanksi-
sanksinya. Khusus bagi profesi Notaris sebenarnya tidak diperlukan
lagi pembuatan suatu Kode Etik tersendiri diluar PJN, sehingga Kode
Etik yang ada sakarang ini yang ditetapkan oleh Kongres ke XIlII yang
diadakan di Bandung, sebagaimana sering saya katakan, tidak lain
harus dianggap hanya merupakan penjabaran sebagian atau penjelasan
tambahan dari sebagian ketentuan-ketentuan dalam“JN.”

Penulis memiliki pendapat yang sama dengan GHS. Lumban Tobing,
SH tersebut, bahwa Kode Etik memang hanya merupakan penjabaran
mengenai larangan dan kewajiban Notaris. Bahkan dalam Pasal 3 ayat (17)
Kode Etik disebutkan ;

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan

Notaris wajib melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum

disebut sebagaigiewe e ditaati dan dilaksanakan antara lain
namun tida * ; ang tercantum dalam:

UG e () jabatan Notaris

’ a i\ Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Eetentuan dalam UUJN juga termasuk
dalam Kode Etik. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan terhadap UUJN

Dengan demikian, se

maka dapat pula dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Kode Etik. Namun
demikian sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik hanya
merupakan sanksi disipliner yang berlaku intern di dalam organisasi Notaris
dalam hal ini organisasi Notaris yaitu INI. Sanksi-sanksi tersebut adalah :

a. teguran;

b. peringatan;

c. schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;

%6 pengurus Pusat INMateri Ujian Kode Etik Notaris, hal. 126.

%" |katan Notaris Indonesiap.cit., Ps. 4 angka (17)
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d. onyetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan
Perkumpularf®

Sanksi-sanksi  tersebut juga memerlukan pengawasan atas
pelaksanakan ketentuan-ketentuan Kode Etik. Fungsi Pengawasan Kode Etik
dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang terdiri dari:

a. Dewan Kehormatan Pusat;

b. Dewan Kehormatan Wilayah;

c. Dewan Kehormatan Daerah,

2.3.2. Undang Undang Jabatan Notaris

UUJN vyang diundangkan pada tangga! 30 September 2004 adalah

pengganti PJN yang uran jabatan Notaris yang dibuat oleh
pemerintahan B pemerintah Belanda menganggap
telah waktunyg mengenai jabatan Notaris di
Indonesa deng ziena itu maka diundangkanlah
PJN pada tang@ali erlaku pada 1 Juli 1860.

w?” Clsebut tidaklah usang karena
peraturan jabataf feell S0k i ‘--=- I langkah yang harus dilakukan
seorang Notaris apaBilaiz @ Leuat| akia oténtienulis sependapat

dengan Tan Thong Kie dikar@gkan langkah-langkah yang harus dilakukan
oleh Notaris tidak akan pernah usang dan memang harus dilakukan untuk
menjamin keotentikan sebuah akta. Langkah-langkah tersebut menjadi hal
yang membedakan akta otentik dengan akta dibawah tangan. Namun
demikian memang ada beberapa hal yang juga harus disesuaikan dengan
perkembangan jaman, antara lain :
a. Kewajiban magang di kantor Notaris, yang merupakan syarat
penting untuk menjadi Notaris dan belum diatur dalam PJN;
masalah pendidikan Notaris yang sekarang sudah menjadi program

2 |bid., Ps. 6 ayat (1)

% Tan Thong Kiepp.cit., hal. 261.
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pasca sarjana juga belum disebutkan sebagai prasyarat menjadi
Notaris dalam PJN;
b. penyesuaian dalam hal pengawasan, apabila dahulu Notaris hanya
diawasi oleh Pengadilan Negeri, tetapi sekarang diawasi oleh
Majelis Pengawas yang merupakan gabungan 3 unsur penting,
yaitu pemerintah, organisasi Notaris dan ahli/akademisi, sehingga
diharapkan Majelis Pengawas saat ini dapat lebih memberikan
pengawasan yang maksimal dan komprehensif.
Pada tanggal 30 September 2004, diundangkanlah UUJN sebagai
pengganti PJN yang telah berlaku selama 144 tahun. UUJN sendiri terdiri
dari 13 (tiga belas) bab dengan urutan sebagai berikut

1. Bab ! mengenai ketegtuan umum yang berisi pengertian-pengertian

yang terdap aige's ( ;
2. Babll Dangartk pemberhentian Notaris;
3. Bab | jena \ z ’K 2jiban dan larangan;
4. Bab Y% RgenamNg N formasi dan wilayah jabatan

Notai's A
® ®
Bab \(Tiehgen3 c darwris pengganti;

Bab /| FEGal JL,/\ IR
Bab VII M C TR Al @ NN y=

Bab VIII mengena™®e€ngambilan minuta akta dan pemanggilan

© N o O

Notaris;

9. Bab IX Mengenai pengawasan;

10.Bab X mengenai organisasi Notaris;

11.Bab XI mengenai ketentuan sanksi;

12.Bab Xl mengenai ketentuan peralihan;

13.XIIl mengenai ketentuan penutup.

Hal-hal diatas yang diatur dalam UUJN tersebut merupakan pedoman
bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan dan perilaku mereka dalam
kehidupan sehari-hari.

Notaris adalah jabatan yang memiliki beban tanggung jawab yang

berat, karena jabatan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa kesungguhan.
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Hal ini dapat dilihat dari adanya sanksi-sanksi yang diberikan oleh PJN

maupun UUJN.

PJN memberikan sanksi-sanksi sebagai berikut:

a. hilangnya jabatan;

b. pemecatan;

C. pemecatan sementara;
d. denda
e. penggantian biaya, kerugian dan bufiga

Sanksi-sanksi tersebut termasuk sanksi displiner, sanksi perdata, dan

sanksi pidana. Untuk menggolongkan sanksi-sanksi tersebut, maka diuraikan

terlebih dahulu mangenai pengertian sanksi disipliner:

undang Hukum
a. pidana pokok:
1.

5.

"Tindakan-tindakan disipliner bertujuan untuk di dalam lingkungan

pidana mati
pidana penjara;
pidana kurungan;
pidana denda;

pidana tutupan

b. pidana tambahan:

1.
2.

pencabutan hak-hak tertentu;
perampasan barang-barang tertentu

%0 Tobing,op.cit., hal. 312.

31 pengurus Pusat INop.cit., hal. 130.
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c. pengumuman putusan hakfm
GHS Lumban Tobing, SH berpendapat bahwa hukuman (dalam arti
teknis data KUHPidana) hanya dapat diperlakukan terhadap hal-hal yang
diuraikan dengan jelas, maka yang dianggap sebagai hukuman disipliner
dalam PJN adalah:
1. peneguran;
2. usul untuk dipecat atau diberhentikan;
3. pemberhentian yang dimaksud dalam Pasal-pasal 50 dan 51 PJN.
Sedang yang merupakan hukuman dalam arti teknis dari perkataan itu
adalah semua denda, demikian juga pemecatan yang dimaksud dalam
Pasal-pasal 6, 39, 40 dan 48 P3N.

teguran tertulis;
pemberhentian sementara;

pemberhentian dengan hormat; atau

o 0k w0 DN

pemberhentian dengan tidak hormat.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat kita simpulkan bahwa sanksi--
sanksi yang diberikan oleh UUJN dapat digolongkan menjadi 3 macam
sanksi, yaitu:

1. sanksi perdata sebagaimana tersebut dalam butir 1. Tuntutan ganti

%2 KUHP & KUHAP, disusun oleh DR. Andi hamzah, S.H., cet. 5, (jakarta : Bineka Cipta,
1995), Pasal. 10.
% pengurus Pusat INop.cit., hal. 131.
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rugi, biaya dan bunga ini hanya dapat diberikan dengan tuntutan

perdata. Tuntutan perdata ini didasarkan pada 2 hal, yaitu:

a. Perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : "tiap
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akibat
hukum dari perbuatan melawan hukum adalah mengganti
kerugian atas perbuatan tersebut, tetapi tidak disebutkan
mengenai pembayaran biaya dan bunga. Namun demikian,
"untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan

hukum dapat djterapkan ketentuan-ketentuan yang sama

b. Paszg Hukum  Perdata

dan bunga karena tak
barulah mulai diwajibkan,
dinyatakan lalai memenuhi

: ﬁlu‘_ a2, hanya dapat diberikan atau
- el,ggAarn waktu yang telah

2. sanksi disipliner sebagaimana disebutkan dalam butir 2 dan butir 3.
Butir 2 dan butir 3 adalah sanksi disipliner karena tujuan sanksi
tersebut adalah untuk menjamin pelaksanaan kawajiban-kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris. Sanksi ini juga
termasuk sanksi disipliner karena di berikan oleh pejabat dalam
lingkungan Notaris yaitu Majelis Pengawas.

3. sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 4 dan 6. Butir 4
dan 6 adalah sanksi yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.1 Kitab

% M.A. Moegni Djojodirdjo,Perbuatan Melawan Hukum, cet. 2 (Jakarta : Pradnya
Paramitra, 1982), hal. 73.

% R. Subekti dan Tjitrosudibi@p.cit., Ps. 1243
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Undang-undang Hukum Pidana tentang pencabutan hak-hak
tertentu. Hal ini dikarenakan Notaris dicabut haknya untuk
menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Namun berbeda dengan
PJN, dalam UUJN tidak ada salah satu pasal pun yang memberikan
sanksi pidana denda. Hanya terdapat 1 sanksi pidana saja dalam
UUJN, yaitu pencabutan hak-hak tertentu.

Menurut penulis pemberhentian dengan hormat (butir 5) adalah bukan
merupakan sanksi. Hal ini karena alasan pemberhentian dengan hormat
bukan diakibatkan oleh pelanggaran atau pun kesalahan yang dilakukan oleh
Notaris. Alasan-alasan pemberhentian dengan hormat adalah:

a. meninggal dunia;
b. telah berumur 65 tahun
c
d

. permintaan sendiri;

. tidak mamp ¢ ( ‘b eien/atau jasmani untuk melaksanakan

tugas jabatan hotans s » s menerus lebih dari 3 tahun atau

e. merangkapialatag '». Simaha dimaksud dalam Pasal 3 Auruf g.

Sanksi-gd AN 0 SNaBlah st diatas tentunya tidak akan
menjadi efektf<@pabila ':‘..n Suatu 20 yang berfungsi mangawasi
pelaksanaannyc 4fengal rlap Wataris dilakukan oleh Menteri., dan

dalam rangka p&8 a‘(.{. QJ)\?" 571 membentuk Majelis Pengawas,
yang terdiri atas:

a. Majelis Pengav$a;V

b. Majelis Pengawas Wilayah;

c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah dan juga Majelis Pengawas Wilayah untuk

propinsi DKI Jakarta telah terbentuk lengkap.

2.4. Kewajiban, Kewenangan, dan Larangan Bagi Notaris
Kewajiban, kewenangan dan larangan bagi Notaris terdapat pada UUJN dan
Kode Etik. Selanjutnya Kewajiban, kewenangan dan larangan bagi Notaris akan

diuraikan sebagai berikut:

% Indonesiapp.cit., Ps. 8 ayat (1).
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2.4.1.Kewajiban Bagi Notaris

Kewajiban baga Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN dan Pasal 3
Kode Etik.
Kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN adalah :

a.

bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya
sebagai bagian dari Protokol Notaris;

mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta;

memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN,

kecuali ada alasan ugtuk menolaknya;

&

pembuatannya pad & mpul setiap buku;

membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya Surat berharga,

. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut

urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h
atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat
Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang
kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan
berikutnya,

mencatat dalam repertorium tanggal pergiriman daftar wasiat pada

setiap akhir bulan;
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k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,
jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

|. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh
paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu
juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;

m. menerima magang calon Notatls.

Sedangkan kewajiban Notaris yang diatur oleh Pasal 3 Kode Etik

adalah:

a. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;

b. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan
Notaris:

C. menjaga da

negara; 4 \./ N—

g. Memberikan jaaa p@Mbuatan akia dan jasa keNotarisan lainnya
untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;

h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut
merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan
dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

i. Memasang (satu) buah papan nama di depan/dilingkungan
kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm X
60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
1) Nama lengkap dan gelar yang sah;

2) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang

37 |bid, Pasal 16
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terakhir sebagai Notaris;

3) Tempat kedudukan:

4) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama
berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di
atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di
lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk
pemasangan papan nama dimaksud.

j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan
yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi,
melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan:

k. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;

I. membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat

yang meningg

m. melaksa A ’; a ketentuan tentang honorarium
yang g >&,‘h

n. Menjglankaiy” a5a) VO TARS tama dalam pembuatan,

embs ¥) da . hn@atangd akta dilakukan dikantornya,
p ) ro“ \ g y

kecuaill 4 ;
mencip .-~.4( /'\4) afan dan kebersamaan dalam

melaksan @Ry ﬁ patan@sn kegiatan sehari-hari, serta saling

memperlakukan rek@® Sejawat secara baik, saling menghormati,
saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin
komunikasi dan tali silaturahim.

p. memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak
membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

g. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai
kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak
terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

1) ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris;
2) penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-nndang Nomor 30 tahun

2004 tentang Jabatan Notaris;
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3) isi sumpah jabatan Notaris;

r. hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan
oleh organisasi lkatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh

anggota®

2.4.2.Kewenangan Notaris
Kewenangan bagi Notaris berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan

Pasal 15 UUJN mencakup :
1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

yang berkeg (.’ 3‘) Wk, dinyatakan dalam akta otentik,

menjany g\ ggal” penbuatan akta, menyimpan akta,
mem s 1 ouros ¢ i‘J kutipan akta, semuanya itu

sepzgNano g€ Dhgl AkTwataliiry tidak juga ditugaskan atau

dikecH an kegad ej&bat 13 2 ditetapkan oleh Undang-
S W e :

undayg V

2. NoterisWEEATE ) I

menge S ndawalgdan dan menetapkan kapastian tanggal

a.
surat di bawah t28an dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar
dalam buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya.

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

pembuatan akta;

% |katan Notaris Indonesiap.cit., Pasal 3.
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f. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan tersebut, notaries mempunyai kewenangan lain

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

2.4.3.Larangan Bagi Notaris
Larangan Notaris diatur dalam pasal 17 UUJN, yaitu :
a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
berturut-turut tanpa alas an yang sabh;
Merangkap sebagai pegawai negeri;
Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
bagai advokat;

-~ ® a o

Merangkap jabatan sg

dan martabafisbatdn Nogaus
o/

Larangan bagl Nota dan orang lain yang memangku dan
menjalankan jabatan Notaris menurut Pasal 4 Kode Etik adalah:
1. mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun
kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/kantor
Notaris" diluar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara
bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya,
menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

a. iklan;

% Indonesiapp.cit., Pasal 17.
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ucapan selamat;
ucapan belasungkawa:
ucapan terima kasih;

kegiatan pemasaran;

-~ ® o 0o o

kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun

olahraga;

4. bekerja sama dengan Biro jasa/ocang/badan hukum yang pada
hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau
mendapatkan klien.

5. menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah
dipersiapkan oleh pihak lain;

6. mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

7. berusaha atau 20° jalan apapun, agar seseorang berpindah

menjurus ke arah i ya persaingan yang tidak sehat dengan
sesama rekan Notaris;

10.menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah
yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapken Perkumpulan;

11.memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan
kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang
bersangkutan;

12.menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang
dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau
menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata
didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau

membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan
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kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang
dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk
mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang
bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13.membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif
dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau
lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk
berpartisipasi.

14.menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15.melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut

sebagai pelanggaran tethadap Kode Etik Notaris, antara lain namun

Tangga daniatsidd @‘P“:-...“ Sutusaan lain yang telah ditetapkan

oleh organisasi lkat@@Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh

anggota®’

2.5. Ruang lingkup akta dan akta otentik
2.5.1. Definisi Akta
Akta adalah surat (tulisan yang berbentuk surat) yang ditandatangani
oleh pembuat surat, sehingga orang yang membubuhkan tandatangan pada
surat tersebut terikat atas isi surat tersebut.
M. Harahap berpendapat bahwa :

% |katan Notaris Indonesiap.cit., Pasal 4.
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“akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan,

pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peratutan yang
berlaku disaksikan dan disahkan oleh Notaris dan pejabat pemerintah
yang berwenang®*

Berdasarkan kekuatan pembuktiannya, akta terbagi dua yaitu :

1. Akta di bawah tangan
merupakan akta yang dibuat tanpa memenuhi syarat yang
ditentukan oleh undang-undang. akta bawah tangan memiliki
kekuatan pembuktian yang masih memerlukan alat bukti yang
lainnya, tetapi dapat ditingkatkan pembuktiannya dengan cara :
a. Legalisasi

Agar isi akta tidak dapat dipungkiri oleh orang yang

menandatgpg Shigga apa yang tertulis mengikat terlebih
.) ladapan Notaris. Akta di bawah

bertanggung jawab atas isi
Artinya, Notaris hanya

b. Wa
merupaka tangan yang didaftarkan ke Notaris

dimana tingkatannya satu derajat dibawah akta otentik yang
prosesnya dilakukan dengan cara membawa surat bawah tangan
yang telah ditandatangani oleh para pihak ke Notaris untuk
dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan. Sama dengan
legalisasi, pencatatan surat bawah tangan tidak merubah akta di

bawah tangan tersebut menjadi akta otentik.

2. Akta otentik
Merupakan akta yang dibuat :

“1 M. Harahap,Pengetahuan Tentang Fungsi Akta Notaris, (Medan : Firma Haris, 1962),
hal. 16.
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a. oleh atau dihadapan pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris
(Pasal 1 ayat 1 UUJN)

b. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
(Pasal 38 UUJN)

c. serta dibuat dalam wilayah kewenangannya

Akta otentik sendiri terbagi dalam dua golongan yaitu :

a. Akta partai ( akta para penghadap)
Berisi keterangan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan
olen para penghadap. Disini Notaris hanya mencatat dan

menyaksikan semua keterangan yang disampaikan oleh para

penghadap untuk disusun redaksinya berdasarkan undang-

undang. Untuk ,memastikan kebenaran keterangan yang

is oleh Notaris sudah sesuai

ereka inginkan.

pejabat umum sehingga Notaris bertanggung jawab penuh akan
kebenaran tulisannya.

Berdasarkan bentuk akta yang dibuat oleh Notaris, maka ada dua jenis

akta yang dibuat oleh Notaris, yaitu :

1. Akta yang dibuat dalam bentuk minuta (wajib sifatnya). Minuta
akta adalah asli akta Notaris dimana para pihak membubuhkan
tandatangannya. Minuta akta harus disimpan sebagai bagian dari
protokol Notaris. Dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu
akta dan menyimpan akta dalam bentuk aslinya. pengambilan
(fotokopi) minuta akta hanya diperbolehkan untuk kepentingan
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peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan
persetujuan MPD (pasal 66 UUJN)

2. Akta yang dibuat "In originali”, akta in originali adalah asli akta
yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan (tidak disimpan
Notaris sebagai minuta akta dan tidak wajib untuk disimpan dalam
protokol), dibuat satu lembar saja rangkap dua dengan tanggal

yang sama, homor yang sama tetapi ditandatangani dua kali.

Perbedaan antara akta otentik yang dibuat oleh Notaris dengan akta

otentik yang dibuat dihadapan Notaris adalah :

= Akta otentik yang dibuat Notaris adalah karena adanya suatu

merupakan syarat untuk adanya suatu perbuatan hukum.
Probationis causa berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti,
karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk
pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam
bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar
dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian H&ri".

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdata, Pasal 165 HIR, dan Pasal 285
Rbg. Apa yang disebutkan dalam akta Notaris dianggap benar dan merupakan

alat bukti yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan dengan pembuktian

* sudikno MertokusumotHukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, (Yogyakarta,
Liberty: 1993), hal.121.
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lain selama tidak ditemukan ketidakbenarannya. Akta otentik memberikan
diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat
hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang
diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta
otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan
persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan
pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta
otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi
menjadi akta otentik melainkan akta dibawah tangan.

Dalam akta otentik, terdapat tiga kekuatan pembuktian yaitu :

f an kata lain akta tersebut

N 2 sbahwa akta tersebut adalah
. ﬂ
kekuata@aghemb emmilg.

Jg¥aia didalamnya mempunyai
2. kekuatSH GefA /'\_,E)\

KeteranganVahggdla jeasiiakia ini secara formal benar adanya,

1. kekuatan pe

.\_%

buktikan dirinya tanpa adanya

penjeld

akta

kebenaran formal | engikat para pihak karena akta itu dibuat
oleh pejabat umum. artinya akta itu membuktikan kebenaran apa
yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris.
3. kekuatan pembuktian materiil
isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar
adanya. karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat
umum.
Suatu akta Notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah,
formil dan materil, dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana

dipersyaratkan dalam UUJN sehingga akta yang telah memenuhi semua
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persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta
otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu.
Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian
lahiriah, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka
akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di
bawah tangan.

Pasal 1869 KUHPerdata menegaskan bahwa akta otentik akan
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan bila :

1. Tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan

2. Tidak cakapnya pejahat yang bersangkutan

kekuatan pemf A 24) dan diakui oleh para pihak.

3. Cacat dalamgo# ‘?

Meskipun ¢ % 0 "Jg seperti itu tetap mempunyai

2.5.2. Syarat-gyarat Ote th U ak(3
Ketentuas_afentisit ta dapdly ditemukan dalam Pasal 1868

KUHPerdata yaRg 4l T dijab2 A a->5% 1 lanjut dalam UUJN, bahwa

akta otentik:

1. aktaitu harus m tﬁdapan seorang Pejabat Umum
Pasal 1 ayat 1 UUJN menyatakan bahwa " Notaris adalah pejabat
umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini" . Tetapi terdapat
pembatasan kewenangan Notaris dalam pasal 52 UUJN yaitu :

1) sepanjang mengenai orangnya Notaris tidak boleh membuat
akta untuk :
1. diri sendiri
2. suami atau istri
3. orang yang punya hubungan darah dengan Notaris baik
dalam garis lurus ke atas maupun kebawah, hubungan
semenda.
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ddam hal ini, dapat diangkat Notaris pengganti khusus
untuk menggantikan Notaris yang ingin membuat suatu akta
tertentu.
2) sepanjang mengenai waktunya
Notaris tidak boleh membuat akta pada waktu Notaris belum
disumpah atau pada waktu Notaris sedang cuti
3) sepanjang mengenai tempatnya
Notaris tidak boleh membuat akta diluar wilayah jabatannya
(pasal 18 UUJN)
4) sepanjang mengenai aktanya
Pada prinsipnya, Notaris dapat membuat akta mengenai
apapun, namun ada pengacualian untuk akta-akta yang oleh

undang-Lme’; (" dSken  kepada pejabat lain  untuk
mern;oue olf / i@lahir
2. akta itu Eﬁj sng ditentukan oleh undang-

Berdasgtkan”\ete “.~ 38 N \, yang memuat awal akta,

undang.

badan akidgdan al gan pedieian sebagai berikut :
1) Awal a2 (-{ i )‘
o judTEakES i .\m;/ jareaitz ang dibuat)
e nomor akta (MCmor yang memuat judul akta yang dibuat
pada bulan tersebut)
* jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya akta tersebut
* nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, jika Notaris
sedang cuti, maka yang membuat akta tersebut adalah
Notaris pengganti, tetapi nama Notaris yang sebenarnya
tetap harus disebut)
b. Badan akta yang memuat
* nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan/kedudukan, tempat tinggal para
penghadap dan/atau orang yang mereka wakili (semua

mengenai identitas penghadap). Para penghadap yang telah
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memenuhi syarat (Minimal berusia 18 tahun atau telah
menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum)

» Kketerangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
(kualitasnya, yakni bertindak sebagai kuasa atau dalam
kedudukannya/jabatannya)

* isi dari akta yaitu materi yang merupakan kehendak dan
keinginan para pihak yang berkepentingan

* nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan/kedudukan dan tempat tinggal dari saksi-
saksi pengenal. hal ini dilakukan bila ada penghadap yang
tak dikenal oleh Notaris, maka penghadap membawa saksi

pengenal. nagun bila penghadap dikenal oleh Notaris,

b Dara penghadap lainnya dalam hal
penghadap lebin dari dua orang). ldentitas dan kewenangan
saksi pengenal ini disebutkan pada bagian badan akta
setelah isi akta.
c. Akhir akta yang memuat :
» Kketerangan mengenai akta dibuat dalam bentuk apa, akta
minuta atau akta in originali.
» Kketerangan mengenai identitas saksi-saksi instrumentair
dalam akta
tugas dari saksi instrumentair adalah menyaksikan bahwa
Notaris telah benar-benar melakukan tugasnya untuk
menunjukkan otentisitasnya, yaitu :

1. menyaksikan akta telah disusun oleh notaries
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2. menyaksikan Notaris membacakan akta
3. menyaksikan para penghadap membubuhkan
tandatangan pada akta
Saksi instrumentair hanya menyaksikan secara formal
prosedur otentisitas akta, tidak perlu mengetahui secara
detil apa yang dunyatakan dalam akta, dengan kata lain
hanyamenyaksikan terpenuhinya syarat verlijden.

* keterangan mengenai pembacaan dan penandatangan akta
* keterangan mengenai bilamana dalam penandatanganan
akta ada pihak yang tidak bisa membubuhkan
tandatangannya, maka dalam hal ini perlu diperhatikan

bahwa  ketegangan penghadap yang tidak bisa

gannya pada akta karena alasan

roogat harus dinyatakan dalam

terdiri atas :
a. Penyusunan akta
Para penghadap menghadap Notaris, dan Notaris mengkonstantir
maksud dari para penghadap dalam sebuah akta.
b. Pembacaan akta
» Akta dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dari
awal akta sampai akhir akta, untuk memenuhi syarat
otensitas suatu akta untuk meyakinkan bahwa apa yang
diinginkan para pihak sesuai dengan apa yang ditulis dalam
akta, supaya jika ada perubahan/kesalahan dapat segera
diperbaiki.
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» Akibat dari akta tidak dibacakan adalah akta tersebut tidak
memenuhi syarat otentisitas suatu akta Notaris sehingga
akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian akta
dibawah tangan dan bukan akta otentik.

* pengecualian terhadap pembacaan akta dapat dilakukan
oleh Notaris jika hal tersebut dikehendaki oleh para
penghadap karena telah membaca sendiri, memahami, dan
mengetahui isinya, dengan ketentuan hal tersebut yang
harus dinyatakan dalam penutup akta (pasal 16 ayat 7
UUJN), Notaris mengirimkan terlebih dahulu draft akta ke
para pihak; kemudian para pihak akan memberi paraf pada
setiap halaman. setelah disepakati kedua belah pihak,

Notaylf ( ; ik, Ulang draft tersebut untuk dibuat
Jinui'akia
CA | CA %

c. Penajf
o DergglaiaNganes’ akta dilZlaikan segera setelah akta
flary ditandatangani oleh para
Angyotaris.
. ,l Sriema )‘ 2kta, maka penerjemah juga ikut
dalanigeen @\\,‘. akta

jlka ada pihak yang menolak membubuhkan

tandatangannya, akta tersebut tetap akta otentik namun
harus dijelaskan dalam akta bahwa pihak tersebut menolak
untuk tandatangan.

* pembubuhan tandatangan yang pertama adalah orang yang
namanya disebut pertama dalam suatu akta, dan orang ini
adalah orang ini yang tandatangannya melintas diatas
materai. Berdasarkan atas undang-undang No.13 tahun
1985 tentang Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap akta
atau surat perjanjian dan surat-surat lainnya, dalam hal ini
termasuk yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan

sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan
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atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas
dokumen tersebut bea meterai.

e Tidak adanya materai dalam suatu akta atau surat perjanjian
tidak mengakibatkan perbuatan hukumnya tidak sah,
melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat
pembuktian atau yang biasa disebut probationis causa yang
berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena
sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk
pembuktian dikemudian hari.

Syarat verlijden tergambar pada penutup akta, dan jika salah satu
syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akan mangakibatkan akta tersebut
kehilangan otentisitasnya sebagai akta otentik dan berubah menjadi akta

bawah tangan.

“Perseragi ¢ Jya disebut Perseroan, adalah
badan 4 ang  m wWaR\gpersekutuan  modal, didirikan
berdasar pEHIAMNSE R egiatan usaha dengan modal
dasar vyang SeiuF @y\ asy” dalarn saham dan memenuhi
persyaratan yang®e AN L T Undang-Undang ini serta peraturan

pelaksanaannyd

Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD) yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan
hukum, dalam UUPT pada baris pertama pasal 1 ayat (1) dengan tegas
menyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum. Badan
hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan
keberadaannya sehingga disebut legal entity.

Dengan diperolehnya status PT sebagai suatu badan hukum, maka
sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan
pengurus atau Direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah
“separate legal personality”, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri.
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Hal tersebut di atas dikenal dengan istilah “corporate personality,yang
esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian
berbeda dari orang yang menciptakannya. Maksudnya, meskipun bila orang
yang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki
identitas sendiri terlepas dari adanya pergantian para pengurus ataupun
pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti
ataupun diulang kembali setiap pergantian manajer atau perubahan pemegang
saham perusahaannya.

Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, tidak hanya kepemilikan
kekayaan oleh perusahaan saja, yang terpisah dengan uang yang dimiliki oleh
orang yang menjalankan perusahaan, melainkan juga pemegang saham

perusahaan tidak bertanggun jawab terhadap utang-utang suatu Perseroan

Terbatas. Perseroa ~ mempunyai harta, serta hak dan

kewajibannya sg .I (,‘ isah dari harta serta hak dan

kewajibannya 0, pemegang saham kecuali
melanggar ke v
Pengatu¥anwendir| A pan T§ %S sudah dicantumkan di dalam
® @
UUPT Bab Il R&Sal 7. 1B
orang atau lebih @ 4( /\gb) aek L at dalam bahasa Indonesia.

ahwagecyseroan didirikan oleh 2 (dua)

Pendiri perser@aniizg| @ ppsambil hagian saham pada saat perseroan
didirikan. Dalam hal setelah™@fseroan disahkan pemegang saham menjadi
kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib
mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Dalam hal setelah
jangka waktu 6 bulan tersebut, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua),
maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala
perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang
berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian
disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Untuk
memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 4 ), pendiri bersama
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sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem
administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri paling lambat
60 ( enam puluh ) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani,
dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.dengan mengisi format
isian yang memuat sekurang- kurangnya :

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;

b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;

c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e. Alamat lengkap Perseroan.

Pasal 8 UUPT mengatakan bahwa, Akta Pendirian memuat Anggaran

ap serta nomor dan tanggal

esahan badan hukum dari

ahir, pekerjaan, tempat tinggal

& dan Dewan Komisaris yang

c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
Rincian jumlah saham. Dan nilai nominal saham yang telah
ditempatkan dan disetor.

Proses selanjutnya, secara skema dapat digambarkan permohonan
pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan
hukum (Sisminbakum) adalah sebagai berikut dengan prosedur dan dokumen-
dokumen sebagai berikut :

1. Persyaratan wajib :
a. Salinan akta bermeterai.
Menyertakan akta pendirian perseroan terbatas yang telah
ditandatangani diatas materai oleh para pihak
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b. NPWP atas nama perseroan.

c. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta perseroan dalam
Tambahan Berita Negara (TBN) dari Perum Percetakan Negara
Republik Indonesia.

d. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

e. Bukti Setor Modal dari Bank:

2) untuk pendirian perseroan.

3) untuk peningkatan modal.

Prosedur :

a. Seluruh proses permohonan dilakukan secara online melalui jaringan

mengetahui kemajuan dari

c. Jika ada ukan perbaikan secara langsung,
komunikasi antara orat Jenderal Administrasi Hukum Umum
dan Notaris dapat dilakukan melalui e-mail.

d. Pembayaran biaya permohonan dapat dilakukan melalui bank yang
ditunjuk
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Cek Nama secara
Elektronis

Pemeriksaan
Kepala Seksi

Pemeriksaan
Korektor FIAN

30 Hari
expired
Pemeriksaan
Kepala
Subdirektorat
Badan Hukum
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NOTARIS

Setelah nama diterima,
mengisi tanggal bukti

Pengecekan
data FIAN |

Direktur Perdatd

Prasyarat FIAN | Menteri < 30 hari
(Pengisian Dokumen Pendukung) Korektor FIAN e teri 1. > 30 hari
Tidak
TKM
FIAN | | Kasi . ..
I (Pengisian Data Pokok Pasal 1-4) I Not:gzun::ng;ir;rirll(kan
Kasubdit
Badan Hukum Pemeriksaan
Dokumen

Korektor Fisik

Dirjen AHU Utk
Penandatangan SK

I Pencetakan SK

A4

Pengiriman SK Jasa SK
POS Diterima
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2.6. Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut
KUHPerdata) tidak satu pasalpun yang mengartikan perbuatan melawan
hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang ketentuan gugatan
ganti rugi yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum,
yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian ter§ebut”.
Ketentuan tersebut mengatur tentang gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan
melanggar hukum, bukan memberikan pengertian perbuatan melanggar
hukum.
2.6.1. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam suatu gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar

hukum, harus mem i ) an Pasal 1365 KUHPerdata yang di

dalamnya terkangd s J\ Janherikut :
1. Perbugd RE ’V“ echtmatige daad);

i

2. Harystadae€

3. HaruyS<ada’ eru'n |timb

4. Adanycalibunad
Keseluruhas Gl rey

tara perguatan dan kertfgian.
iy butkan di atas harus terpenuhi
agar gugatan ganti %ermgig @ gasarrerbuatan melanggar hukum tersebut
terpenuhi.
Unsur pertama perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang
melawan hukum. Sebelum tahun 1919, pengertian melawan hukum diartikan
secara sempit, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini
sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh R. Setiawan bahwa perbuatan
yang melawan hukum sebelum tahun 1919 diartikan sebagai : "Suatu
perbuatan harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan

dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam

43 R. Subekti dan R. Tjitrosudibiop.cit., Ps. 1365.

4 R. SetiawanPokok-pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1977, hal. 76
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undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan
sebagai melawan undang-undarg”.

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas menurut Rosa Agustina

adalah sebagai berikut :

a) Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang
khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.
Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

I. hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama
baik;

ii. Hak atas kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya
Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain

merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan

d) bertentangan deng@@ Kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas

masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus
dipertimbangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang
lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.
yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan
adalah :
1) perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan
yang layak

* Ibid.

Universitas Indonesia

Akta pendirian..., Alit Alimanzo Moersidin, Magister Kenotariatan, 2012



50

2) pebuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya
bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran normal yang
perlu diperhatikai®

Molengraaff dalam “Rechtgeleerd Magayijn” mengemukakan bahwa :

“Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365
KUHPerdata tidak hanya meliputi suatu perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melainkan
juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan
segala sesuatu yang ada diluar undang-undang vyaitu kaidah-
kaidah sosial lainnya”

R. Setiawan juga mengemukakan bahwa sampai sekarang belum ada
definisi yang positif dalam undang-undang tentang pengertian perbuatan

melawan hukum. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan perbuatan

a.
b. m dari si pembuat, atau

C.

d. g berlaku dalam lalu lintas

4 e rang'fain.
Unsur ket Ada e gar hukum adalah kesalahan.

Perihal kesalahWr hukum ditentukan dalam Pasal
1366 KUHPerdata ya bahwa :"setiap orang bertanggung
jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga
untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hafthya”.

Hal ini berarti dalam hukum perdata yang berkaitan dengan pemberian
ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak membedakan

antara kesalahan yang terjadi karena kesengajaan pelaku, melainkan juga

6 Rosa AgustinaPerbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003., hal.

47 R. Setiawangp.cit., hal. 76-77
48 R. Setiawanop.cit., hal. 82

49 R. Subekti dan R. Tjitrosudibiop. cit., Ps. 1366.
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yang terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hal tersebut
sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani yaitu :”.....tidak
membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opyet-dolus) dan
kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa)®leh karena itu, hakim
yang harus mempertimbangkan berat ringannya perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan oleh seseorang agar ganti rugi dapat diberikan seadil-adilnya.
Unsur ketiga perbuatan melanggar hukum yaitu harus ada kerugian
yang ditimbulkan. Riduan Syahrani mengemukakan bahwa : “kerugian yang
disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, dapat berupa kerugian materiil
dan dapat berupa kerugian immatenii”’Kerugian dalam bentuk materiil
adalah kerugian yang jumlahnya dapat dihitung dengan uang, sedangkan

kerugian immaterial adalah kerugian yang jumlahnya tidak dapat dihitung,

b. Adequate verooryaking (Von Kries), si pembuat hanya
bertanggung jawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat
diharapkan sebagai akibat daripada perbuatan melawan Rakum.

Apabila seluruh unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana

dikemukakan di atas terpenuhi, maka pihak yang haknya dilanggar dapat
menuntut penggantian kerugian. Perihal ganti kerugian dalam perbuatan

0 Riduan SyahranBeluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1989,
hal. 279

1 |bid. hal. 280

2 R. Setiawangp. cit. hal. 87
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melanggar hukum, ketentuannya mengenai bentuknya tidak jelas. Kerugian
yang timbul karena perbuatan melanggar hukum ketentuannya sama dengan
ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian,
ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi.

Kerugian yang timbul atas dasar wanprestasi bentuknya dapat berupa
biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata,
yaitu :

“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut
akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah
dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,
dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta
perubahan-perubahan yang tersebut di bawatini”.

Riduan Syahrani menggfmukakan bahwa :

r. Rugi adalah segala kerugian
barang-barang milik kreditur
gkan bunga adalah segala

Dari urdiel o b lam pasal 1365 KUHPerdata
> & Mmengenai wanprestasi.

ibuat Notaris Melalui Biro

Pada dasarnya, pendirian perseroan terbatas lebih rumit dan memakan

2.7. Akta Pendirian

Jasa

waktu daripada pembentukan CV atau bentuk badan usaha lainnya. Ini
dikarenakan Perseroan Terbatas yang diharuskan sebagai badan usaha yang
berbadan hukum sehingga proses dan pelaksanaannya lebih sulit. Karena
adanya beberapa kesulitan itulah maka dalam proses pembuatannya Biro jasa
dibutuhkan walaupun sebenarnya tanpa menggunakan biro jasa tetap bisa
dilaksanakan. Seperti yang dinyatakan dalam Kode Etik dan UUJN , bahwa
Notaris dilarang untuk melakukan kerjasama dengan biro jasa untuk

3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibiop.cit., Ps. 1246.

¥ Riduan Syahrangp. cit. hal. 232
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memasarkan jasanya. Tetapi menurut penulis, Biro jasa memegang peranan
penting dalam berjalannya fungsi dan jabatan notaris pada saat proses
pembuatan akta hingga akta tersebut menjalankan fungsinya sebagai akta
otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Penulis berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu, Biro jasa dapat
memperlancar proses pembuatan akta terutama proses administrasi akta
tersebut khususnya dalam hal ini akta pendirian perseroan terbatas, tetapi
beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh notaris itu sendiri seperti syarat-
syarat verlijden agar suatu akta menjadi akta otentik harus tetap dilaksanakan
oleh notaris. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran
terhadap suatu akta sehingga menyebabkan akta tersebut menjadi akta

Proses pembug ( F :
tidak memiliki peied (‘\‘w Q

dibawah tangan.

terbatas melalui Biro jasa itu sendiri
dengan proses pembuatan akta
pendirian persg paig M V5 i 3 menghadap ke Notaris. Yang

berbeda hany; elalsanes an syarat bahwa semua syarat-

syarat verlijdeq dilang A
y J S, g ®
Penulis Jigi@toba Foam n alur proses pembuatan akta

perseroan terbatds ’ {g;,. odp)o‘ 1S dapat dari salah satu Biro jasa Di
Jakarta Timur. Alurenrosced @‘N» akia pendirian perseroan terbatas
melalui Biro jasa adalah sebag@@berikut :
1. Adanya Klien yang ingin membuat akta pendirian perseroan
terbatas
Biro jasa dalam hal ini mengenalkan Kklien yang ingin
memndirikan perseroan terbatas kepada Notaris bisa dengan cara
membawa langsung klien tersebut ke kantor notaris atau
membawa/meminta semua dokumen yang diperlukan untuk
persyaratan pendirian perseroan terbatas. Dokumen-dokumen
tersebut antara lain :
a. Nama Perseroan Terbatas dan 3 nama alternatif untuk
tambahan

b. Alamat lengkap kantor termasuk Tlp, Fax, Kode Pos
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Keterangan susunan pengurus & komposisi saham
Keterangan jumlah modal dan modal yang disetor

Keterangan bidang usaha

-~ ® a2 o

Fotocopy KTP semua pengurus dan semua pemegang
saham
g. Kartu Keluarga direktur utama /pengurus (jika penanggung
jawab perempuan)
h. NPWP pribadi direktur / penanggung jawab
I.  Bukti kepemilikan tempat / surat kontrak atas tempat dan
Pajak Bumi dan Bangunan
j. Pas foto penanggung jawab 3X4 sebanyak 4 Lembar
Biro jasa kemudian jakan membawa dokumen-dokumen tersebut

ke Notaris Ui ( ‘( P Ak lanjut.
Sesual dens a»\‘ "i) @) saya gambarkan dalam sub bab
% e;‘ iaka alurnya mengikuti skema

akta g Nail Ne
erbatas oleh Notaris

tersgh

2. Pempuatar akig f‘ i% DErse
Dala gé.gian wBro jaSe Larus dibatasi karena Notaris
harus 4( (u,,» h }"‘ w3 dengan pihak-pihak yang ingin
mendirika _—/ﬂ@ stk memenuhi syarat-syarat verlijden
suatu akta agar akt&8gendirian tersebut manjadi akta otentik yang
memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan guna memenubhi
ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa akta
pendirian perseroan terbatas berupa akta notaris. Akta tersebut
harus dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan
Notaris dan 2 orang saksi.

3. Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan
Pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia
Sama dengan proses kedua, Biro jasa tidak banyak berfungsi

dalam proses ini
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4. Pengurusan Surat Keterangan Domisili, Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) badan, Surat Keputusan Menteri, Surat ljin Usaha
Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (ITDP)

Pada proses inilah Biro jasa berfungsi dengan maksimal, karena
pada proses ini banyak berhubungan dengan departemen dan
lembaga-lembaga pemerintahan. Biro jasa dapat membantu melobi
dalam hal pengurusan dokumen-dokumen perusahaan agar
prosesnya lancar. Tetapi bukan berarti Notaris juga lepas tangan
dalam hal ini, Biro jasa hanya berfungsi untuk membantu dan
memperlancar pengurusan dokumen perusahaan.

Menurut data yang saya peroleh dari Biro jasa di Jakarta timur, roses

dari pemesanan nama Perseroan Terbatas dan diterima oleh

departemen sad pampSelesal biasanya memakan waktu 45-60

Y2

Akta peqt e --\ = | g dibuat Notaris melalui Biro

hari kerja.

jasa hag(WaiPSiFcaan ,-' JOSes, dan pengurusan dilapangan,
dengan B tidalg o“ - tuan ¥ dilanggar baik notaris maupun

Biro jase Udlam § puataeiia tersebut.Akta tersebut bisa

menjadi .v‘n% . Y e)-‘-“ “Ckuatan pembuktian sempurna
atau menjadi akSZdifa e RGN tergantung dari ada atau tidak

adanya pelanggaran (e#gdap syarat-syarat otentisitas suatu akta.
2.8. Kasus PT XXX
2.8.1. Kasus PT XXX yang akta pendiriannya dibuat Notaris Y melalui
Biro jasaZ
Penelitian  ini membahas mengenai status dan kedudukan akta
perseroan terbatas khususnya akta yang dibuat melalui Biro jasa.. Pada
penelitian ini, penulis memilih contoh kasus PT XXX yang akta pendirian
perseroan terbatasnya dibuat Biro jasa Z yang menyediakan jasa pembuatan
akta Notaris.
Penulis mendapatkan informasi kasus diatas dari salah satu dari

anggota pendiri perseroan terbatas PT XXX yang bernama Rudi (bukan nama
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sebenarnya). Pada awalnya, Rudi dan beberapa orang rekannya ingin
membuat usaha supplier besi baja yang berkedudukan di jakarta timur. Maka
setelah mencapai kesepakatan dengan rekan-rekannya, dia bermaksud untuk
mendirikan sebuah perseroan terbatas sebagai pelaksanaan dari tujuan
mereka. Rudi dan rekan-rekannya merupakan orang awam yang sama sekali
tidak mengetahui proses maupun cara pendirian perseroan terbatas, dan ingin
segera menjalankan usaha tersebut.. Oleh karena itu, Rudi mencari informasi
dan salah satu temannya menawarkan Biro jasa Z yang usahanya mengurusi
pembuatan akta-akta Notaris dan salah satunya adalah akta pendirian
perseroan terbatas. Rudi kemudian menghubungi Biro jasa Z tersebut dan

saat itu Rudi juga menyampaikan ingin membuat perseroan terbatas yang

Biro jas : AL oFs ¥4 dan rekannya hanya perlu
menyiapkan KRG pige icantumkan dalam akta dan
nanti dokumes t ' ' urir. Biaya Notaris sebesar
menanyakan apakahrakiané rsappasterbatas tersebut harus ditandatangani di
hadapan Notaris, Biro jasa ersebut menyatakan tidak harus dihadapan
Notaris dan minuta aktanya bisa di bawa ke tempat Rudi dan kemudian
ditandatangani oleh Rudi dan rekan-rekannya ditempatnya.

Setelah akta ditandatangani dan proses lainnya selesai, Rudi dan rekan-
rekannya segera berangkat ke salah satu Bank terkemuka di indonesia untuk
membuka rekening atas nama perseroan terbatas yang baru saja mereka
dirikan, maka bank berkewajiban untuk meminta dokumen-dokumen yang
diperlukan untuk sebuah perseroan terbatas agar dapat mempunyai rekening
atas nama PT tersebut seperti fotokopi akta pendirian, SIUP, TDP, dan
lainnya.

Pada saat bank tersebut mengecek ulang kekantor Notaris Y apakah

benar akta pendirian dengan nomor dan tanggal yang tertera tersebut benar
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dibuat di kantor tersebut, kantor Notaris tersebut mengatakan tidak pernah
mengeluarkan akta tersebut. Tetapi dengan jelas tertera tanda tangan Notaris
Y diatas akta tersebut sehingga pihak bank tidak bisa memenuhi keinginan
Rudi dan rekannya untuk memiliki rekening atas nama Perseroan Terbatas
mereka. Segera setelah bank menyatakan rekening tidak bisa diproses, Rudi
segera menghubungi  Biro jasa Z, tetapi Biro jasa Z mengelak dengan
memberitahukan bahwa mungkin telah terjadi kesalahan dari pihak bank dan
mengatakan bila masih terjadi masalah, Biro jasa z menyarankan untuk
membuat akta pendirian yang baru.

Penulis mencoba mencari informasi yang sebenarnya atas kejadian PT
XXX tersebut diatas. Dari salah satu staff kantor Notaris Y, penulis

mendapatkan informasi bahwa sebenarnya akta tersebut memang benar

2.7.2. Analisa Kasus
2.7.2.1. Status

Pertanggungjawa

Pendirian PT XXX dan
otaris Terhadap Akta Tersebut
Pasal 4 Ayat (4) Kode Etik menyebutkan :

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan
jabatan Notaris dilarang bekerja sama dengan Biro
jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak
sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkarrklien.
Menurut penulis, pasal tersebut diatas sangat jelas perumusannya
dan tidak menimbulkan interpretasi lain yang berbeda. Secara jelas pasal ini
melarang Notaris untuk bekerja sama dengan Biro jasa untuk mendapatkan
klien. Namun demikian, masih ada Notaris yang melakukan kerja sama

dengan Biro jasa, atau Biro jasa Z yang memang sengaja memanfaatkan

*5 |katan Notaris Indonesiap.cit., Ps. 4 ayat (4).
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Notaris dengan cara mencarikan klien bagi Notaris-Notaris baru yang
belum dibina dengan benar sehingga menyebabkan terjadinya kasus seperti
ini. Hal ini terbukti dengan adanya kasus PT XXX.

Menurut penulis, penggunaan Biro jasa dalam lingkup pelaksanaan
jabatan Notaris juga tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena mau
tidak mau harus diakui Biro jasa banyak membantu Notaris dalam hal
pelaksanaan jabatannya. Namun bukan berarti semuanya harus diserahkan
kepada Biro jasa, ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diserahkan kepada
Biro jasa karena hal tersebut berakibat pada keabsahan/otentisitas akta
tersebut. Biro jasa hanya berfungsi dalam memperlancar proses pendirian
perseroan terbatas PT XXX bukan membuat akta tersebut.

Dari uraian diatas, Kasus PT XXX diatas berdasarkan peraturan

yang dllanggarnya o g amynenjadi 2 (dua), yaitu:
1. Kodg \

Jtukiaenjalankan jabatan Notaris

Wlama 3 3 atan, embacaan dan
:. My pambIr: p
Defianda ta @Gmakikan di kantornya, kecuali

' ‘(w/\a:s)‘ )

DalamikSoy s IR BRSTIEsa Z yang berhubungan langsung

dengan Rudi™*an Biro jasa Z menyatakan minuta akta
dapat dibawa dan klien tidak usah langsung berhadapan
dengan Notaris yang membuatnya sehingga dengan
demikian maka Notaris tersebut melanggar Pasal 3 ayat
(14) ini, dan menjadi salah satu sebab akta pendirian
perseroan terbatas PT XXX menjadi akta dibawah tangan.

b. Pasal 4 ayat (6)
"Notaris dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk
ditandatangani.” Namun dalam kasus ini, Notaris
membolehkan Biro jasa Z untuk membawa minuta aktanya
untuk ditandatangani klien sehingga melanggar syarat

otentisitas akta dan juga menjadi sebab mengapa akta
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pendirian perseroan terbatas PT XXX menjadi akta
dibawah tangan..

c. Pasal 4 angka 15 huruf a
Notaris dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain yang
secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode
Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada
pelanggaran-pelanggaran terhadap: ketentuan-ketentuan
dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.
Dengan diuraikannya pelanggaran Notaris terhadap UUJN
sebagaimana diuraikan dalam huruf b tersebut maka dengan
sendirinya, Notaris juga melanggar Pasal 4 angka 15 huruf

aini. h‘).'

Pelanggs

sanksi kepadg S Ne e
a. ted ,; \ J

| juga akan memberikan sanksi-

b. pgARGZian; . A .

C. sQgfing se@ra) dari keanggotaan
Per® ,( AT )‘

d. onyettiRg=Eem€cateidan Keanggotaan Perkumpulan.

e. Pemberhentian "@€ngan tidak hormat dari keanggotaan

Perkumpulan

Pada kasus PT XXX, Notaris Y dengan jelas melanggar kode etik
sehingga dapat dikenakan sanksi-sanksi yang telah disebutkan diatas dengan
syarat telah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan
pembelaan diri terhadap dugaan pelanggaran kode etik.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut
diatas menyebabkan akta yang dibuatnya bukan lagi menjadi akta yang
memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena syarat-syarat verlijden dari
akta pendirian perseroan terbatas PT XXX telah dilanggar dan
menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan yang berakibat
batalnya PT XXX menjadi suatu badan hukum karena disebutkan dalam
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pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa pendirian perseroan terbatas haruslah berupa
akta notaris.

Menurut penulis, sanksi dari kode etik yang paling tepat untuk di
kenakan kepada Notaris Y adalah sanksi pemecatan sementara dari anggota
perkumpulan.

Penulis berpendapat bahwa selama Notaris tetap menjaga
terpenuhinya syarat-syarat verlijden suatu akta, maka menurut penulis,
walaupun akta tersebut proses pembuatannya melalui Biro jasa akan tetap
menjadi akta Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna
selama memenuhi syarat-syarat otentisitas suatu akta.

2. UUJN

a. Pasal 16 ayat (1) Quruf (e)

Datannya, Notaris berkewajiban

engenai akta yang dibuatnya dan
guna pembuatan akta sesuai
kecuali undang-undang

saya akan mera¥@€jakan isi akta dan keterangan yang diperoleh
dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan
saya."

Dalam kasus ini, Biro jasa Z mendapatkan keterangan-
keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan akta dan
juga mengetahui isi aktanya. Hal ini dikarenakan pada saat
Rudi ingin membuat akta yang dibutuhkannya maka untuk
pertama kalinya Rudi akan berkonsultasi kepada Biro jasa Z
tersebut dan bukan kepada Notaris yang bersangkutan. Rudi
mengungkapkan akta apa yang ingin dibuatnya, masalah-
masalah hukum yang dihadapinya, dan bahkan menyerahkan
data-data dan dokumen-dokumen kepada Biro jasa Z tersebut.
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Sehingga dengan demikian maka keterangan-keterangan yang
dimiliki oleh klien tidak terjamin kerahasiaannya. Bahkan
sesudah pembuatan akta tersebut diselesaikan, akta yang telah
dibuat tersebut akan diserahkan kepada Biro jasa Z untuk
kemudian dibawa kepada klien guna ditandatangani. Pemberian
minuta akta kepada Biro jasa Z menunjukan bahwa Notaris
tersebut mengungkapkan rahasianya kepada pihak lain selain
kliennya.

Dalam PJN, disebutkan apabila Notaris melanggar rahasia
jabatan maka sanksinya adalah untuk pelanggaran pertama
diancam terkena denda sebesar 100 gulden sampai 200 gulden.
Namun dalam UUJIN tidak diatur secara khusus mengenai

o/
fengan tidak horrrfat.

Sanksi-sanksi tersebut selain berupa sanksi disipliner juga

El
b
C.
d
e. pemberhentid

berupa sanksi pidana yaitu pemberhentian dengan tidak hormat.
b. Pasal 16 ayat (11) huruf (1)

Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta otentik.

Untuk dapat menjadi akta otentik maka akta tersebut harus

dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pajabat umum dan

selain itu ada syarat lainnya yaitu sebelum ditandatangani maka

akta tersebut harus dibacakan dihadapan penghadap dan saksi-

saksi.

% Indonesiapp.cit., Ps. 85.
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Pembacaan oleh Notaris ini adalah bagian dari verlijden
(pembacaan dan penandatanganan) dari akta. Oleh karena akta
itu dibuat oleh Notaris, maka pembacaannya juga harus
dilakukan oleh Notaris sendiri dan tidak disuruh bacakan oleh
asistan atau pegawai Notaris tertentu.

Keharusan membacakan dan menadatangani akta ini juga
disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (1), yaitu:

“membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani
pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notéris.”

Syarat-syarat Verlijden ini menjamin keotentikan akta yang
dibuat oleh Notarj
dibawa g ( Zakepada Rudi sehingga minuta akta
terse {H\ dan ditandatangani langsung

akta tersebut tidak memiliki

C ‘Ip| ..___j emiliki kekuatan dibawah

Sanksi "‘ atur
baltudfVi: /'\ v

wls ‘( ,aimana dimaksud pada ayat (1)

2) idak terpenuhi akta yang
bers Nl Ut ‘ wyarempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta'Wawah tangan.”

. Dalam kasus PT XXX, minuta akta akan

tg Pasal 16 ayat (8) yang

Akta Pendirian perseroan terbatas PT XXX tidak memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna karena telah melanggar ketentuan dan
Syarat-syarat otentisitas suatu akta sehingga menjadikan akta tersebut akta
dibawah tangan. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT yang
menentukan bahwa akta pendirian perseroan terbatas harus berupa akta
Notaris, maka akta pendirian PT XXX otomatis menjadi batal demi hukum
dan PT XXX bukan merupakan suatu badan hukum karena syarat-syarat

pendirian PT secara formal berdasarkan UUPT adalah sebagai berikut:

>"|bid., Ps. 16 ayat (1)
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1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih [Pasal 7 ayat (1) UUPT]

2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia [Pasal 7 ayat (1)
UUPT]

3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali
dalam rangka peleburan [Pasal 7 ayat (2) & ayat (3) UUPT]

4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan
diumumkan dalam BNRI [Pasal 7 ayat (4) UUPT]

5. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25%
dari modal dasar [Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT]

6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris [Pasal 92 ayat
(3) dan Pasal 108 ayat (3)]

7. Pemegang saham harus WN! atau Badan Hukum vyang

pendirian Pej ) 08 e § memernberikan perlindungan

kepada para¥ ' aml e dalam hal ini Rudi dan rekan-

hubungan hukum“antarzgpe Sl vEng meletakkan hak dan kewajiban
secara timbal balik.
Penulis juga berpendapat bahwa meskipun tidak disebutkan dalam
pasal 16 ayat (8) UUJN tersebut, pihak yang menderita kerugian akibat
perbuatan akta ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Notaris
maupun Biro jasa Z tersebut dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata
mengenai perbuatan melawan hukum. Namun tentunya, unsur-unsur dalam
Pasal 1365 Kitab Undang-undang Perdata ini harus dibuktikan.
Maka menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :
a. tiap perbuatan melanggar/melawan hukum;
Untuk menentukan apakah suatu perbuatan adalah perbuatan
melawan hukum atau bukan maka perlu diketahui terlebih
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dahulu pengertian dari perbuatan melawan hukum. Pengertian

perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. perbuatan melawan hukum dalam arti sempit
Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit adalah :
Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
yang timbul karena Undang-undang, jadi bertentangan
dengan wattelijkrecht atau tiap perbuatan yang
bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang
timbul karena Undang-undang jadi bertentangan dengan
wettelijkeplicht. Dengan demikian maka perbuatan
melawan hukum adalah sama dengan onwegmatig
(bertentangan dengan Undang undang).

Perbygle (

=\

um dalam arti luas

y
: ,. ahnmerupakan perbuatan melawan

herfentag e ntai akic ang lain atau

pertergan A d&ngan
® ®
berte gan

2iban hukumnya sendiri atau

%e-Usilaan baik atau

! Aoy A o)of‘- arusan yang harus diindahkan
alangerodhlanasyarakat mengenai orang lain atau
benda.

Saat ini pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti

luas lebih banyak diterapkan, sehingga meskipun peraturan

tertulis (undang-undang) tidak mengatur secara jelas,

namun apabila bertentangan dengan hak orang lain,

kewajiban hukum, kesusilaan dan keharusan yang berlaku

dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat

digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan kasus Biro jasa Z, maka perbuatan

Notaris Y yang menyerahkan minuta aktanya untuk dibawa

oleh Biro jasa Z untuk diserahkan kepada Rudi termasuk
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pebuatan yang melawan hukum baik dalam arti sempit
maupun dalam arti luas. Hal ini karena:

e perbuatan Notaris yang menyerahkan minuta
aktanya untuk dibawa Biro jasa Z, dan tidak
membacakan ataupun menandatangani langsung
aktanya dengan nyata melanggar Pasal 16 ayat (1)
huruf (1) UUJN dan sumpah jabatannya;

» selain itu perbuatan Notaris tersebut juga melanggar
kewajiban hukumnya sebagai pejabat umum dan
profesional. Notaris seharusnya memberikan
penyuluhan hukum kepada kliennya dan tidak
malah menjerumuskan kliennya sehingga akta yang

berakibat menjadi akta dibawah

i lagi mengakibatkan kerugian

. Para pihak iagm kekuatan pembuktian yang kuat dengan
adanya akta otentik yang dibuat oleh Notaris;

c. Mendapatkan penyuluhan hukum dari seorang
profesional yang dapat dipercaya.

Dengan demikian apabila ternyata tujuan yang diharapkannya

tidak tercapai maka tentunya para pihak akan dirugikan.

Apalagi apabila akta yang diharapkan memiliki kekuatan

pembuktian sempurna ternyata hanya memiliki kekuatan

pembuktian dibawah tangan. Tentunya hal ini akan membawa

kerugian bagi para pihak terutama pihak yang namanya

tercantum dalam akta. Dalam kasus ini, Rudi dan rekan-

rekannya mengalami kerugian akibat akta pendirian perseroan
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terbatas PT XXX hanyalah akta dibawah tangan sehingga PT
XXX yang seharusnya menjadi suatu Badan Hukum menjadi
batal demi hukum dan tidak bisa menjadi sebuah perseroan
terbatas.

c. mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu mengganti kerugian tersebut;
Kesalahan adalah syarat yang penting untuk menentukan
terjadinya perbuatan hukum. Kesalahan ini dapat dilakukan
secara sengaja ataupun karena kelalaian. Sehingga dengan
demikian dalam kasus ini, Notaris juga harus dibuktikan
kesalahannya baik sengaja maupun lalai. Pada prinsipnya,
semua kerugian yang ditimbulkan harus diganti, namun Pasal
1365 tic

ugian yang diderita karena suatu

( )

kepentind “ P-, 7 otaris dan Biro jasa Z harus

be 10 1c sF |} yang ditimbulkannya karena
3 ,a' Ker \ & ScMpda engakibatkan akta yang dibuat

haaya nemil ‘ :“

Y Qe Biro

2 an pefabtktian dibawah tangan. Notaris
wajibaddnengganti kerugian tersebut.
Narng .‘f {.L,u o€ .)‘:‘. J2h melebihi dari kerugian yang

secara jelasEaght dinkikan
Ada beberapa ha
terjadinya kasus PT XXX

1. Formasi Notaris

parilg menurut penulis merupakan penyebab

Perubahan kebijakan formasi Notaris pada tahun 1998 yang
mengakibatkan peningkatan jumlah Notaris baru. Sebelum
tahun 1998, kandidat Notaris baru akan diangkat menjadi
Notaris bilamana formasi Notaris dalam suatu kabupaten
terbuka namun sekarang prosedur tersebut telah berubah.
Akibatnya, kini jumlah Notaris sangat banyak dan hal tersebut
memicu persaingan ketat diantara mereka.

Parsaingan ketat antar Notaris ini mengakibatkan banyak
Notaris yang tidak memperhatikan Kode Etik dan UUJN dalam
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melaksanakan jabatannya. Yang dipikirkan mereka adalah
bagaimana mendapatkan klien sebanyak-banyaknya sehingga
mereka dapat memperoleh penghasilan yang banyak. Salah satu
cara mendapatkan klien sebanyakbanyaknya adalah dengan
bekerja sama dengan Biro jasa, sebagai alat pemasaran jasa
Notaris tersebut.

Apabila formasi Notaris diatur dengan baik sehingga ditiap
daerah menjadi ideal maka tidak akan ada persaingan ketat
sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap
Kode Etik dan UUJN.

Menurut Syamsudin Manan:

"ldealnya untyk formasi Notaris, dihitung kira-kira per

atau propinsi 50 ribu dan
175 ribu dibagi tiga kriteria

mlah kasar dari keseluruhan
esia saat ini sekitar 6300

Notaris-Notaris tersebut tidak tersebar secara merata, sehingga
terjadi penumpukan Notaris di sejumlah daerah, bahkan ada
beberapa daerah yang tidak memiliki tenaga Notaris. Sehingga
dengan demikian, bukan jumlah Notaris yang harus dikurangi
melainkan penyebarannya yang tidak merata. Para Notaris
cenderung memilih kota-kota besar karena kebutuhan
masyarakat kota besar akan pembuatan akta lebih besar.
Sehingga menurut penulis, tindakan yang seharusnya dilakukan
oleh Menteri Kehakiman adalah dengan tidak melaksanakan

8 Pengangkatan Notaris Hanya Tertutup Untuk Lima Kota Besaw, hukumonline/
detail .asp?id= 9875 scl= beritd5 Mei 2006.
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pengangkatan Notaris untuk daerah Jabotabek. Hal ini karena
jumlah Notaris di Jabotabek telah berlebihan sehingga apabila
pengangkatan Notaris terus di laksanakan maka persaingan
tidak sehat diantara Notaris dapat terjadi. Penulis juga

berpendapat, sebaiknya Departemen Kehakiman juga melarang
pindahnya Notaris daerah, ke Jatotabek. Karena formasi
Notaris tidak dihitung dari pertambahan Notaris karena

pengangkatan namun juga karena pindahan. Memang ada
pendapat lain yang menyatakan bahwa formasi Notaris di kota-
kota besar sebaiknya tidak ditutup sehingga memberi

kesempatan bagi semua Notaris untuk bersaing dan karena
banyaknya Notari

belum tentu menimbulkan persaingan yang

terjadinya penyelewengan di
pun. Sesual dengan pendapat Tan Thong
Kie yang menyatakan bahwa :

belahan dunia

"Penyebab penyelewengan-penyelewengan adalah moral,
diseluruh dunia orang mulai mengejar materi dengan

menempatkan integritas, nama baik dan martabat sebagai
nomor dua dan notariat tidak luput dari gejala itu. Jabatan

Notaris dianggap sumber untuk menggali kekaydan."

Moral adalah ukuran untuk mengetahui sesuatu hal itu baik
atau buruk. Moral seseorang dapat dinilai dari tindakan dan
tingkah lakunya. Memang sulit untuk menilai moral seseorang
karena moral bukan seauatu hal yang eksplisit yang mudah

%9 Tan Thong Kiepp.cit., hal. 249.
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terlihat. Namun demikian moral dapat dilihat dari bagaimana
seseorang bertindak dan bertingkah laku.
Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa :

"Kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia
sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur
untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan
manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia
dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan tertatas."

Jadi bukan mengenai baik buruknya seseorang sebagai pelaku
atau profesi tertentu namun lebih kepada ia sebagai seorang
manusia. Namun demikian, baik buruknya seseorang sebagai
manusia juga mempengaruhi tindakannya dalam menjalankan

profesi tertentu d¥isalnya seseorang yang tidak jujur, maka

is, itu mungkin saja terjadi.
hih dalam lagi mengenai hal

g bukanlah sasuatu hal yang

»!an yang bukan berarti kebebasan
itu tanpa batas. Pada akhirnya suara hatilah yang membuatnya

dapat menentukan sikap dan keputusan akan apa yang harus
diambilnya. Demikian juga dalam menjalani jabatan sebagai
Notaris, Notaris diberikan kebebasan untuk melaksanakan
jabatannya namun kebebasan itu tetap terbatas dengan adanya
aturan-aturan jabatan dan peraturan perundang-undangan. Kode
Etik jabatan Notaris juga berisikan ajaran-ajaran moral yang
merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan

tugasnya. Sehingga apabila ada pelanggaran terhadap Kode

® Frans Magnis SusenBtika Dasar Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta :
Penerbit Kanisius, 2002), hal. 19.
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Etik maka ada kemungkinan pelanggaran tersebut disebabkan

oleh sikap moral yang mulai menurun.

Sehingga agar kode etik dapat dijalankan secara efektif, maka

beberapa hal yang harus diperhatikan adalah :

1. perumusan Kode Etik itu sendiri:

2. upaya penegakan Kode Etik dalam prakteknya;

3. penindakan tegas terhadap pelanggar Kode Etik oleh
lembaga-lembaga pelaksana dan pengawasan Kode Etik itu.

Upaya penegakan Kode Etik dalam praktek terutama dalam hal

akta notaris juga telah dilakukan diantaranya dengan cara

menegakkan aturan aturan-aturan yang ada dalam kode etik

yaitu :

dapat terus vo update pengetahuannya.
Mengoptimalkan lembaga-lembaga pelaksana dan pengawasan
Kode Etik adalah salah satu alat perlengkapan organisasi INI.
Alat perlengkapan organisasi yang bertugas mengawasi Kode
Etik ini adalah Dewan Kehormatan yang Dewan Kehormatan
tersbut terdiri dari:
a. Dewan Kehormatan Pusat;
b. Dewan Kehormatan Wilayah;
c. Dewan Kehormatan Daerah.
Dewan Kehormatan ini, berwenang memberikan sanksi-sanksi
bagi para Notaris yang melanggar Kode Etik. Sanksi-sanksi

tersebut berupa:
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a. teguran;

b. peringatan;

c. schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan
Perkumpulan;

d. onzetting (pemecatan)dari keanggotaan Perkumpulan;

e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan
Perkumpulan.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memang pernah menindak

beberapa Notaris, tetapi INI tidak berhak melakukan kontrol.

Tindakan paling seru yang dapat dilakukan olah badan itu

adalah pemecatan sebagai anggora INI. Walaupun tindakan

pemecatan sebagai anggota IN! pernah dilakukan terhadap

) )
| ,.),
Saya Ak o .ﬁ‘ otaris yang dipecat tersebut
ti DN ang” signifikan  atas pemecatan

t”
terSebrl. Peg -F‘ "N dapdtipafiva sikap dan tindakan notaris

a setelah bertahun-tahun terdengar

seorang 4

g dipecat tetap tenang-tenang

penyq » : ‘.Jé

teySCalt dise 2na regdannya moral dan etika yang ada

dald®g ‘:V(J\-b;, kibatkan dia dapat bersikap

sepert

Pemberian% msebut diatas dilaksanakan melalui

proses sebagai berikut (Pasal 9-14 Kode Etik) :

1. Dewan Kehormatan Daerah selambat-lambatnya 7 hari
kerja akan mengambil tindakan dengan mengadakan
sidang untuk membicarakan dugaan pelanggaran tersebut.
Jika ternyata ada dugaan kuat, maka anggota yang diduga
melanggar akan dipanggil dengan surat tercatat untuk
didengan keterangannya dan diberi kesempatan untuk
membela diri. Bila terbukti adanya pelanggaran, maka
sidang sekaligus menentukan sanksinya.

2. Dalam hal sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan
dari perkumpulan, maka dewan kehormatan daerah wajib
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terlebih dahulu untuk berkonsultasi dengan pengurus
daerahnya. Putusan sidang tersebut disampaikan dengan
surat tercatat kepada pengurus cabang, pengurus daerah,
pengurus pusat dan dewan kehormatan pusat.

3. Jika tidak ada banding dan permohonan pemeriksaan pada
tingkat akhir, maka pengurus pusat wajib memecat
sementara anggota tersebut dengan disertai usul kepada
kongres agar anggota tersebut dipecat dari anggota
perkumpulan.

4. pengurus pusat wajib memberitahukan kepada Majelis
Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada

Menteri Hukump dan Hak Asasi Manusia.

2.7.3. Akibat Hu Rag ckerjasama Dengan Notaris

Tidak ag8 [ fian perundang-undangan yang
melarang BirgG \ ria sama dengan Notaris guna
mencari/mendapadkan Is Wiy bersangkutan. Namun tidak
atau akibat hukum.

Biro Jasa ini dapat pula dituntut
ganti rugiberdasarkan pasa KUHPerdata. Hal ini dikarenakan kerugian
yang ditimbulkan juga akibat dari perbuatan Biro jasa Z tersebut. Dalam
kasus PT XXX diatas, gugatan ganti rugi dapat dikenakan kepada Biro jasa Z
apabila Rudi mengajukan gugatan ganti rugi. Gugatan ganti rugi tersebut
harus dibuktikan melalui pengadilan dan besarnya ganti rugi harus sesuai
dengan besarnya kerugian yang dialami oleh Rudi.

Dalam hal masalah bentuk ganti rugi yang dapat digugat, pasal 1365
KUHPerdata tidak merincikan hal tersebut. Bentuk ganti rugi kepada rudi
dapat berupa biaya, dan bunga sesuai dengan pasal 84 UUJN. Oleh karena
itu, penulis berpendapat bahwa tidak perlu menggunakan pasal 1246
KUHPerdata sebagai acuan mengenai bentuk ganijti rugi yang dapat diminta
oleh Rudi kepada Biro Jasa Z karena telah diatur dalam pasal 84 UUJN.
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Menurut penulis, sanksi terhadap Biro jasa juga perlu ditegaskan
dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian dapat
mengurangi kemungkinan kerja sama yang mengakibatkan menurunnya
wibawa dan martabat Notaris.

Sangat sulit untuk melarang Biro jasa melakukan pemasaran jasa
Notaris karena organisani Notaris tidak berwenang membatasi Biro jasa,
terlebih lagi minimnya bekal yang dimiliki oleh calon-calon Notaris yang
baru saja diangkat serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akta
otentik. Tindakan yang dapat dilakukan oleh organisasi Notaris adalah
mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk membuat peraturan yang

dapat membatasi atau melarang kerja sama Biro jasa tersebut dengan Notaris
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BAB 3

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN
Notaris adalah pejabat umu

yang diangkat oleh presiden selaku kepala

kegiatan-kegiatan promosi,
diantaranya bekej? [ k mencari atau mendapatkan

Selama syarat Verlijden terpenuhi, maka akta yang dibuat melalui Biro jasa tetap
menjadi akta Notaris yang memilki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun
penulis tidak menyarankan agar masyarakat untuk menggunakan biro jasa.

Akta pendirian perseroan terbatas PT XXX yang dibuat melalui Biro jasa Z
menjadi akta dibawah tangan dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat
otentisitas suatu akta. Syarat-Syarat otentisitas suatu akta tergambar pada akhir
akta yang bila salah satunya tidak dipenuhi maka akta tersebut tidak memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna melainkan hanya menjadi akta yang
memiliki pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Penyebab terjadinya akta PT XXX tersebut menjadi akta dibawah tangan
adalah :
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a. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya Rudi dan rekan-
rekannya mengenai prosedur pembuatan akta otentik yang benar,
membuat masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi hak mereka
untuk dilindungi dan memberikan kemudahan bagi para Notaris untuk
melanggar kode Etik dan UUJN ;

b. Formasi Notaris yang tidak ideal mengakibatkan persaingan yang tidak
sehat sehingga Notaris berlomba-lomba mendapatkan klien dengan
cara apapun termasuk dengan cara bekerja sama dengan Biro jasa ;

c. Tidak adanya sanksi yang diberikan kepada Biro jasa mengakibatkan
para Biro jasa bebas melakukan kegiatan bisnis ini untuk mendapatkan
keuntungan dengan aman. Padahal mereka membantu para Notaris

melanggar aturan jabata nya

Sanksi yang diberikaggke d ang melakukan kerja sama dengan

ihogotaan Perkumpulan INI
idak hormat dari keanggotaan
Perkumpulan INTS

Selain itu berdasarkan UUJN, maka Notaris yang bersangkutan
dapat dikenakan sanksi disipliner berupa teguran lisan dan teguran
tertulis.

b. Sanksi perdata :

Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris
yang menimbulkan kerugian berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata ;

Untuk sanksi perdata yang berupa gugatan ganti rugi dapat dikenakan apabila
ada tuntutan dari Rudi sebagai pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan pasal
1365 KUHPerdata, apabila tidak ada tuntuan maka tidak ada ganti rugi yang
diberikan. Hal tersebut juga berlaku bagi Biro jasa Z, ganti rugi dapat diberikan
apabila ada gugatan ganti rugi oleh Rudi dengan pembuktian bahwa adanya

kerugian yang ditimbulkan melalui pengadilan.
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3.2. Qaran

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka penulis memberikan saran-

saran sebagai berikut :

1.

Sebaiknya penyusunan formasi Notaris harus diperhitungkan dan tidak
hanya dari pengangkatan yang baru tetapi juga harus dihitung dari
banyaknya pindahan Notaris ke tempat yang baru terutama untuk wilayah
Jabotabek ;

Sebaiknya INI dapat mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta otentik yang benar dan
apa saja yang merupakan tindakan yang dapat menyebabkan suatu akta
menjadi berkekuatan di bawah tangan dengan mengadakan seminar, talk

show (baik ditelevigi OYaiaupun lewat tulisan dimedia massa .

dimaksimalkan dengan diadakan

Sebaiknya peng
kerja sama %a | Majelis Pengawas dan Dewan

Kehormatag' o LakibZanya memproses suatu kasus

secara inte{AERarnun | I‘ dakiajuiiya dengan cara memberikan
rekomendasgKepada pavwasysciain itu, Majelis Pengawas yang
saat ini terdiri .n-‘( (-L,/\._;)‘--— erintah, organisasi Notaris dan
ahli/akademisi KFangggfek cahar snya ditambah dengan unsur
pengadilan karena para“®akim memiliki banyak pengalaman dalam

memecahkan dan menganalissa segala kasus.

. Sebaiknya Penegakan dan pelaksanaan kode etik dan UUJN secara

maksimal disertai pemberian sanksi dengan jelas dan tegas

Sebaiknya dilakukan pengenalan Kode Etik dan UUJN dari awal
menggunakan lkatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) sebagai
wadah sosialisasi yang pelaksanaannya dilaksanakan ada saat program
pengenalan kampus, kuliah di Magister Kenotariatan, dan seterusnya
sampai denngan jadi Notaris sehingga aturan moral, budi pekerti, dan
etika yang harus ada dalam diri seorang Notaris dapat lebih dini tertanam
dalam benak para calon Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai

pejabat publik.
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6. Sebaiknya dilakukan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris sesuali
dengan perkembangan yang ada dalam masyakat dengan tetap berada
dijalur yang sesuai dengan Kode Etik Notaris sehingga pelanggaran-
pelanggaran yang dulunya sering dilakukan oleh Notaris dikarenakan
belum diatur dalam UUJN dapat diminimalisir.

7. Sebaiknya dibuat peraturan khusus oleh menteri kehakiman yang
memberikan sanksi bagi Biro jasa yang membantu mencari dan
mendapatkan klien bagi Notaris dengan cara yang melanggar ketentuan
Kode Etik dan UUJN.

8. Dikarenakan akta PT XXX merupakan akta dibawah tangan dan tidak
dapat menjalankan fungsinya sebagai akta pendirian perseroan terbatas,

maka menurut penulis Rudi memiliki 2 pilihan yaitu :

Memj ( j perseroan terbatas yang baru.
(F gbubatan akta pendirian PT XXX
e Va anua Syarat-syarat verlijden
gfa Macpendirian PT XXX tersebut bukan
jadi akia ‘r'k» ah taj@an”inelainkan akta Notaris yang
giliki ¥mbulie,sempurna.
9. Sebaiknya RU#: .’ ‘(\.‘,L,. . )p\ <a5t rugi kepada Notaris Y dan Biro
jasa Z dengan berdass 4 @, s~ 12365 KUHPerdata yang pembuktiannya
melalui pengadilan. =
10. Sebaiknya masyarakat diharapkan agar tidak menggunakan Biro jasa agar
mencegah kasus serupa dengan PT XXX.
Demikianlah saran-saran yang dapat penulis berikan, semoga dapat
bermanfaat bagi semua pihak .
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X - 25 =
NOMOR : :
| = 20 Oktober 2011 -
TANGGAL : _ ,
AKTA P;fm\rbz;am PHUSEROAN TERBATAS NOTARIS

PT. | | PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K.MENKEH No.
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NOMOR :
Tanggal

Nama Penghadap :
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AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT.
Hamap ;=R %

f Rada hari ini, Kamis, tanggal 20-10-28011 (dug—

puluh Okteber «dua ribu sebelas).

l Pukul 10.00 WIRB {=epuluh nol nel Wakibuy ————

Indonesia Bagian Barat).

[ Beaerhadapan dengan Sava., (g e
Sarjana Hukum, Hotaris oi B o odengan dihadird
oleh saksi-saksl yang saya, Wotaris kenal dan  akan

disebut pada bamgian akhir akta ini:

\11“ Tuan i . pada e

tangyal
L, Wiraswasta,
bert i <K Aeid, satemoat  dikenal
deng reings dihs B 37 & Rukun Tetangya
0%, ; : ¢ ‘vﬁm Fandak :
Beasimns

wdva Jakarta  Timur,

pameasng LA Brermips Bartu Tandda
Renduduk vang dikeluarkan gléh ﬁelu&ahan Pansdalk
Kelapa, berlaku hingga tanggal

1, Hamor Tidduk

Kependudukan (HIK : Warga -

Megara [ndonesig.

®. HNyonya lahir i Jakartsa, pada -

tanggal f i
2 Raryvaran
Swanta, bertensat tinggal i Jakarta, setempat

dikensl  Jalan Rukun Tetanggs D10, Bukun

samatan

Warga 011, Kelurshan KEelaos
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P}

Kotamadya Jakarta Timur, pemegang tanda
pangaenal berusa Kartu Tanda Renduduk wvang
dikeluarkan aleh Kelurahan Kelapa Dua Wetan,
berlaku hingga tanggal {

), Hemer Induk -

Kependudukan (NIK): Y, Warga ——

Megara Indonesia.

.00 ' { L lahir di

Tarutung, pads tanggal sl A T

bertensat  tinggal di

& Hamar &

., Kata mMedan, Kelurahan
g tanda pengenal berupa
 Medan, berlaku “hingga
L &
ITnduk Kependudukan (HIK)

larga MNegara Indonesia.——————

penghadapr untuk sementara waktu berada —

i Bekasi. =

| ~Rara penghadap telah sayas, Motaris Kenal —

berdasarkan identitasnyva.

| ~Rara Renghadar bertindak untuk diri sendipi ,——
dan dalam kedudukannva sebagaimana tersebut diatas
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ———————
mengurangl izin dari darid pihak vang berwenang ————
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama ———————
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran

dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian
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ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ————

"Anggaran Dasar") sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Rerseroan terbatas ini bernama “"PT. e
{(selanjutnya cukup disingkat dengan: ——
"Perseroan’” )., berkedudukan i Jakarta Timupj-——

2. Reprssroan dapat membuka kantor cabang atau -

kantor perwakilan didalam msupun diluar  wilayah

Rerublik Indopesia ssbagsinmana ditetapkan oleh

Direksi ( ;

uan Dewan Momisaris; —— —_

MYA PERSEROAN e

O — . =

_____________ v_ \\ Py

L Pe i @) o < £ 1 angkas waktu tidak -

tesy m_v : ~V

-/ N

e N T G Py D®. KEGIATAN S

----------------- ~~y‘!=i‘i€!bj.‘.?vd L 3

1. Maksud dan tujusn perseroan ialah:

s

8 . Perdagangan . ——————————

b.Jasa.

. Rengangkutan Darat.

o Fembangunan.

e Peripdustrian.

f . RPerbengkelan.

9. Rercatakan.

h.Bertanian.
l %, Untuk mencapai maksud dan tujuan  tersebut i

atas Rerssrosn dapat melaksanakan kegiatan usaha

sabagal berikut: e

|
|
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a.~HMenjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.

~Bertindak sebagal agen, grossier barangs-————

barang englneering.

~Distributer, agent dan =sebagail perwakilan

dari badan-badan psrusshaan.— oren

~Eksport dan import. —

~Grossier, supplier, lexeransier dan commision

house .

~Export-import dan perdagangan barang-barang —

engineering. —

perdagangan alat Tulis ———

gandgan bahan  Bangunan

Jangan Meubel fo—mm————

Jjangan Mesin., —————m——

~Expart-inpe dagangan Listrik dan ———

[
m
W
-

Flektronik. -

~Expart-impart dan perdagangan Bahan ————————-

Konstruksi .

~fFxport-impaert dan Perdsgangan Perglatan -

Telekomunikasi . e

~Expart-import dan Perdagangan Fakaian Jadi —

(Garment) dan Pakaian adat. -

~Exwpart-import dan RPerdagangan Farmasi dan ———

Obat-onbatan. e

~Perdagangan vang bearhubungan dengan Usaha ——

Mekanikal. —
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~Perdagangan Komputer dan alat Flektronika.-—
~Perdagangan Eceran Kecuali Mebil dan Moter.—
~Export-import dan perdagangan lLogam, Baja dan

Alumunium.

~Export-import dan perdagangan makanan-—minuman

~perdagangan Peralatan Mekanikal /Elektrikal /-

Telekemunikasi /Havigasi .

~Frpart-import dan perdagangan Peralatan - —

Kesehatan.

~Fymart-import dan perdagangan tekstil.———— —

~Expor rdagangan peralatan ——ee—

ngan Barang RPeocah- —

~lasa Ilnstalesi dan Maintenance Komputep e

Jaringan Komputer dan Reripheral.

~Papgemnbangan bisnis.

~Jasa RBengkel /Karoseri.

~Jasa Eomputer, Hardware dan Peripheral e

~Jasa Rekayasa (Fngineering).
~Jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi.

~Konsultasi bidang bisnis, managjeman  gapn-——

-

administrasi.

~Kansultasi Ridang Teknik Englneepring.—-———

~Jasa Kebersihan.

~Jasa RFenvelenggara Usaha Teknik.
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~Rekruiting dan Renyvalur Tenaga Kérjai ~~~~~~~~~

~Konsultasi bidang Telekomunikasi.

~Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape Design——

dan Interier.

~Kansultasi Bidang Komputer dan Rekayasa —————

Infarmatika.

o.~Menjalankan usaha-usaha di bidang

transportasi.

~Fkaspedisl dan pergudangan.

~Transportasi penumpand.

gedunyg, Jembatan, ———

Jalan, i Hermaga . —

~Rengembangan wilayah pemukiman.

~Remasangan instalasi~-instalasi.

~Rembarongan pada umumnya (General Cantractor)

e.~industri mesin-mesin.
~Industri ATK (alat tulis perkanteran).———————
~ITndustri Reralatan Teknik dan Mekanikal .————-
~Industri Peralatan Transmisi Telekemunikasi.—

~Ihndustri Nompanen Jadi (elektronika).————————

«~Tndustri Bahan Galian bukan logam.

~Industri Manufacturing dan Fabrikasi.———————

“~Industri Mesin Listrik. - S
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f.~Menjalankan usaha-usaha dibidang

perbengkelan.

~renjalankan usaha—-usaha showroom.

~Ferawatan, penelibaraan dan perbaikan. —— ==

E g.-Desain dan cetak grafis.
~Memperdavakan hasil-hasil penerbitan.————————

~(f Feset.

~Bancetakan buku~buku.
~PFancetakan majalah-majalah dan tablaid —e -

(media—masa .

g dan pengepakan . ——————

dibidang pertanian.-—

i ——

1. Hogal =) siaan erjumlah
Rp . 600.000.000,~ {enam ratus juta rupiah), ter
bagi atas 600 {znam ratus) saham, masing-masing-

saham bernilail nominal ﬁp;lQDOG_OOD,w (satu juta

rupiahl.

2. Dari modal dasar tersebub telah ditempatkan dan

.

disetor ssbanyak 25 %2 (dua pulubh  limsg  perpsen)
atay sejumlah 150 (seratus limas puluh) saham -
stau dengan nilail nemin&i seluruhnya sabesap -
R .150.000.000,~ (seratus limapuluh juta rupiah?}

oleh para pendiri vang telah mengamnbil bagian - -

saham dan rincian sarta nilal noeminal sanam yanyg
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(m;;;;;:;kan pada bagian akhir akta ini. ~—————u—
l %. Saham yang masih dalam simpanan akan i
keluarkan eleh perseroan menurut kepariuvan modal
Rerseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ———-——

Remegang Saham, untuk selanjutnya dapat ————————

disingkat dengan RURS.
Femegang saham yang namanya tercatat dalam
Dattar PFemegang Saham mempunyai hak terlebih
dahulu  untuk mengambil bagian atas saham ¥ANY

hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 {empat

belas 7 : Whoua !l pepawaran  dilakukan
dan baerhak mengambil
< h saham wang mereka

- atas  jumlah saham

V‘iin atas jumlah sisa
'Sahdld )‘ﬁi cleh pemegang saham

1a1rnvx“

Apabyila Jangka aktu penawaran 14 (empat belas)

hari tersebut, telah lewat dan ternyvata masih

ada sisa saham yang belum diambil bagian maka

Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut

Kepada pihak ketiga.

SAHAM

PASAL 5

1. Semua saham wyang dikeluarkan oleh Perseroan

] adalah saham atas nama.

2. Yang beoleh memiliki dan mempergunakan hak atas

saham adalah Warga Negara Indenesia danfatau

badan hukum Indonesia.
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%. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.—
4. Dalam hal perseroan tidak mengeluarkan surat
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan

surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan

oleh Perseroan.
%. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk
[ setiap surat ssham diberi sehelal surat saham.-—

6. Surat kelektif saham dapat dikeluasrkan sebagail

bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih wang

dimiliki eleh seorang pemneganyg saham.

; 7. Pada sug . i cantumkan sekKurangnya:

gna saham.

Bis

e Ea—

a. nama dan almnat pemegang saham.

b, namor surat kKelektif saham,

<. nomor surat saham dan Jjumlah saham.

d. nilai neminal saham.

tanggal pengeluaran surat kelektif saham.,—- =

®

2. Surat saham dan surat kKelektif saham hapus ———

l ditandatangani oleh Direksi.

PENGGANTI SURAT SAHAM

pasal &

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat «i

pakal, atas permintaan merska wang

s

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham
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pengganti, setelah surat saham yané rusak atau

tidak dapat dipakai tersebut diserahkan KkKembali

kepada Direksi.
l #. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh

Direksi wuntuk dilaporkan dalam Rapat Uumuin

Pemeganyg Saham berikutmea.
‘ 3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan
mereka yang berkepentingan, Direksi merngeluarkan

surat saham pengganti setelah menurut pendapat

%. Semua 71 dengan  pengeluaran

1, ditanggunyg eleh pemegang

surat saham

| saham ywang berkKepentingan.

l é. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), —
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ———

mutadis-mutandis berlaku bagili pengeluaran surat

kalektif saham pemgganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta

pemindahan hak yang ditandatangani eoleh yang

memindahan dan yang menerima pemindahan atau

kKuasanya wang sah.
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2.

Femegang saham yanyg hendak memindaﬁkan hak atas
saham harus menawarkan terlebih dahulu  Kepada
pemegang =aham lain dengan menyebutkan harga
serta  persyvaratan penjualan dan  memberitahukan

kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran

tersebut.
Penindahan hak atas saham harus mendapat——————-
persetujuan dari instansi yvang bsrwenang, Jika

peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal

tarsebut

Rapat Umum Pemegang  Saham

sanakan  Rapat Umwin

hak atas saham tidak

rkawlinan  atau smebab
dadi milik warga negara

Tndonesia, maka dalam

Jangks wakbu (satiu) tahun arang atau badan
hukum  yang bersangkutan wajib memindahkan hak
atas sahamnva kKepada warga negars Indonesia atau

badan hukum Indenesia, sssual ketentuan anggaran

Dasar .

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL &

i

RURS terdiri atas;

a. RURS Tahunan:

b. RURS lainmwva, yang dalam aAnggaran Dasar  1ini

| disebut juga RUPS Luar Biasa.

| 2. Istilah RUPS dalam snggara Dasar 1ini  berarti
L
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H

et i s o i e

RBiasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

Dalam RURS tahunan:

a. Direksi menyampaikan:
I ~lapoeran tahunan yang telah ditelaah oleh

Dewan Xomisaris untuk mendapat persetujuan

RURS;

~laporan keuangan untuk mendapat pengesahan

| RURS;

b. Ditetapkan penggunaan laba, Jika Perseroan

sna mestinya dengan

< (e v Nggaran Dasap . ——————
RPer ; A ko3 tahvdan pengesahan —————
Jar \ P8 Tahunan berarti

penbebasan tanggung

jawab sepenuh kepada anggota Direksi atas
tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama

tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tesebut

tercermin dalam laporan tahunan dan laperan

kKeuangan.
RURE Luar Bilasa dapat diselenggarakan sewaktu-
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf =a

dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan

perundang~undangan dan anggaran Dasar.
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TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RURPS -

PASAL 9

1. RURS diadakan ditempat kedudukan Persereoan.--——

2. RURS diselenggarakan dengan melakukan ———

penanggilan terlebih dahulu Kepada para pemegang

saham dengan surat tercatat danfatau dengan

iklan dalam surat Kkabar.
‘ 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal RURS diadakan dengan

tidak memperhitunaokan tanaogal pemanhggilan dan

! 4., F g 5 RWE diperlukan dalam hal
b osemua menyvetujul

tujui dengan suara

ada atau berhalangan
Karena sebalk on oyang tidak perlu  dibuktikan

kepada pihak Kketiga RURS dipimpin eleh salah

I seorang anggota Direksi.
l 7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau
berhalangan karena ssbab apapun yvang tidak perlu
dibuktikan Kkepada pihak ketiga RURS dipimpin
oleh salah seorang anggeta Dewan Kemisaris.-———
E 8. Dalam hal semua anggaota Dewan Komisaris  tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun  yanyg
tidak perlu dibuktikan Kepada pihak ketiga, RURS
‘dipimpin 6leh seorang vang dipilih eleh dan

diantara mereka yang hadir dalam rapat.——
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- KUORUM, HAK SUARA, DAN KERUTUSAN RURS —

PASAL 10

1. RURS dapat dilangsungkan apabila kuorum ———————

kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-

I Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi

l 2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani
dan mengehai hal lain secara lisan, kecuali
apabila Ketua RURS menentukan lain tanpa - ada

keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam

RUBS |~ g
I %. Suara vang tidak sah dianggap
ti \ ng dalam menentukan
, Jui Tragany o Neluapian dalam RURS . ——————

4. RO s 4 1 g;é%rg | kegtWuban sebagaimana —————
B <</ S
------------------- R NEUBRAAH 7@ RAN DASAR

\E?’).EBal 11

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat

Umum Bemegaﬁg S8aham, wyang dihadiri eleh Pemegang
Saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per
empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
yanyg mempunyai hak suara yang telah sah dan
keputusan disetujui oleh sedikithya 3I/4 (tiga

per empat) dari jumlah suara yang dikeluahkan

denhgan sah dalam rapat. -~
2. Pengubahan ketentuan Anggaran dasar ¥ang
menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan,

kegiatan usaha, Jangka waktu berdirinya
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¥

perseroan terbuka atau sebaliknya,

modal yvang ditempatkan dan disetor

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Rerseroan, besarnya modal dasar, pengurangan

dan

pengubahan status Perseroan tertutup menjadi

wajib

Mak

Asasi Manusia Republik Indenesia.

3. Apabila dalam rapat yang dimaskud dalam ayat 1

koerum w»ang ditentukan tidak tercapai,

(dua puluh satu) hari setelah rapat itu

diselenggz
acara 2 = AN " cang  diperlukan

211 mengenal

edus tersebut

dari Jjumlah ™8

vang dikeluarkan dengan

maka

paling ecepat 10 (sepuluh) dan paling Imabt 21

dapat

kedus dengan syarat dan

untuk

jangka

dikan paling lambat 7

tidak

dan tanggal rapat dan

Wwarkan suara  terbanyak

wah

dalam rapat.

4. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila dihadiri
pemeganyg saham vang memiliki sedikithnya

dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari

disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara »ang sah

oleh

lebih

Jumlah

dan

sUara

yvang dikeluarkan dalam népat“

DI REKSI

PASAL 12

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi

Akta pendirian..., Alit Alimanzo Moersidin, Magister Kenotariatan, 2012
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T terdiri dari 2 (dua) orang anggota Qiéeksi,~~»»~
, 2. Jika diangkat lebih dari seorang Direksi, maka

I searang diantaranya dapat diangkat sebagai

Direktur Utama.
' E. ﬁnggoﬁa Dineksi diangkat eleh RURS untuk Jangka

waktu % (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak

Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentikannya sewaktu-waktu.
l 4. Jika woleh suatu sebab apapun Jjabatan seorang
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,

ka waktu 30 (tiga puluh) hari
? harus diselenggarakan
. /‘nu-.- lowangan itu dengan

aw g peraturan  perundang-

apapun semnua jabatan

maka

G
[t

untuk senentara

Derwan Komnisaris

l &. Anggeta Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Persercan paling kKurang 30 (tiga puluh)
hari sebelun tanggal §engunduran dirinya.—————

i 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jikar———————

S mengunduwkan‘dini sesuai ketentuan ayvat (&)z—

b. tidak lagi memenuhi pew§yanatan peraturan ———

| perundang~undangan;

c. meninggal duniag

d. diberhentikan berdasarkan Keputusan RURS. ——

Akta pendirian..., Alit Alimanzo Moersidin, Magister Kenotariatan, 2012



17

e

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 13

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan .

di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kKejadian, mengikat Persercan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Persercan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai

Kepengurusan maupuh kepemilikan, akan tetapi

dengan pembatasan bahwa untuk:

a. meminjam atau meminiamkan uang atas nama

termasuk  mengambil uang

tau turut serta éada

dalam maupun diluar

' untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan.
l b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga yang —
tidak perlu dibuktikan Kepada pihak Kketiga,
maka salah seorang anggeta Direksi lainnya

berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas

nama Direksi serta mewakili Perseraoan.—————

£

. Dalam hal hanya ada seorang Direksi maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain

dalam anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.—
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RAPAT DIREKSI

PASAL 14

1. RPenyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ——

setiap waktu:

a. apabila dipandang perlu oleh seorany atau———

| lebih anggota Direksi.

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau -

[ lebih anggota Dewan Komisaris atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang

atau lebih pemegang saham yang bersama-sama

i lakukan eleh anggota

untuk dan atas

Bangg i dilakukan dengan Surat

Tercatat yang sampaikan paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak mem-

perhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, —

| tanggal, waktu, dan tempat rapatl.

%. Rapat Direksi diadakan ditempat kKedudukan

Rerseroan atau- tempat kKegiatan usaha Perseroan.—
Apabila semua anggota Direksi hadir atauy ——————
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ———
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat —————

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ———

keputusan ywang sah dan mengikat.

Akta pendirian..., Alit Alimanzo Moersidin, Magister Kenotariatan, 2012
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)

{ 4. Rapat Dinekéi dipimpin aleh Direktur Utama dalam
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atauy - —
berhalangan wyang tidak perlu dibuktikan kepad&
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh ————

seorang anggota Direksi vang dipilih oleh dan -——

dari anggota Direksi wang hadip.
l 7. 8eorany anggota Direksi dapat diwakili dalam -—

Rapat Direksi hanya cleh anggota Direksi lainnya

berdasarkan surat kuasa.

sdalah sah dan berhak mengambil ——

'l 8. Rapat Direksi
+ apabila lebih dari 1/2

;1 anggota Direksi hadir

l 9. K& = 23 ip diambil berdasarkan

uin paling sedikit lebih

dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang - —

dikeluarkan dalam rapat. .
l 10.Apabila suara wang setuju dan yang tidak setuju

berimbang, Ketua rapat Direksi wang akan ————

menentukan.

l 11l.a. Setiap anggota Direksi wang hadir berhak ———
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1

(zatu) untuk setiap anggota Direksi lain wang

-

diwakilinwva.
l b. Pemungutan suara mengenai diri erang —————
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa

tanda tangan sedangkan pemungutan suara ————

Akta pendirian..., Alit Alimanzo Moersidin, Magister Kenotariatan, 2012
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mengenai hal~hal lain dilakukan secara lisan

kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada

keberatan dari yang hadir.

l . Suara blankeo dan suara yang tidak sah ————r—
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ——
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yvang dikeluarkan., ——

’ 12.0ireksi dapat juga mengambil keputusan vang sah

tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan Ketentuan

semua anggota Direksi telah diberitahu secara —

alam Rapat Direksi. ——

EWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Kemisaris terdiri dari seorang atau lebih—

anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih
dari seoarang anggota Dewan Komisaris, maka ————

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ———

Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagail anggoeta Dewan
Kemisaris hanva warga negara Indonesia ywang ———

memenuhl persyaratan yang ditentukan peraturan

perundang-~undangan vang berlaku.

[ Z. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RURPS untuk
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jangka waktu % (lima) tahun dengan tidak ————
mengurangi hak RURS untuk memberhentikan ——

sewaktu-waktu.

4. Jika woleh suatu sebab apapun jabatan anggota
Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan,
harus diselenggarakan RURS untuk mengisi ————-

lowongan itu dengan memperhatikan Ketentuan ——

ayat 2.

5. Anggeta Dewan Komisaris berhak mengundurkan —

diri da “;
sec e IA”"(»

RPoapsepes n PANEE Kuranor 30 (tiga puluh) hari

dengan memberitahukan

maksud tersebut kepada

e

;i‘ riEhg ) dirinya.
ﬁwa > 30 1 wav dapat diberhentikan

se & f )‘- RUPS dengan

l menyeb el 1 3 e
o’/

untuk

i &.

l 7. Keputusan memberhentikan anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dihaksud pada axat (&)
diambil setelah wang bersangkutan diberi ——
kKesempatan untuk membela diri dalam RURS . e

t 8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada avat

(7) dilakukan dengan Kkeputusan diluar  RURS

sesuai dengan KkKetentuan sebagaimana dimaksod

dalam pasal 91 UURT angééta Dewan Komisaris vang
bersangkutan diberi tahu telebih dahulu tentang

rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan

uptuk membela diri sebelum diambil Keputusan
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{ pembenhéntian.

l 9. Pemberian kKesempatan untuk membela

apabila :

diri

sebagaimana dimaksud pada avat (7) tidak
diperlukan dalam hal wang bersangkutan tidak.
berkeberatan atas pemberhentian tersebut.—————r

' 10.Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhip —————w—
a. kehilangan Kewarganegaraan Indeonesia; ———————

b. mengundurkan diri sesual dengan Ketentuan

c. ] N y a1 persyaratan  perundang———

1. Dewan

peinberian na at Kepada Direksi setiap
dalam jam kerja kantor Rerseroan berhak m
bangunan ddan halaman atau tempat lai
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Pe
dan berhak memeriksa semua pembukuan, sur
alat bukti lainnya, memeriksa dan men

keadaan uang Kkas dan lain—-lain serta

rangka pengawasan dan

waktu
emasuki
n  yang
rsSeroan
at dan
cocokan

berhak

untuk mengetahui segala tindakan »ang telah

dijalankan eleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris

mempereleh penjelasan dari Direksi atau

berhak

anggota Direksi tentang segala hal ywang ———————
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[*;;;;;;;ka%'oleh Dewan Kemisaris.
‘ %. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan
untuk semeﬁtaha dalam hal seluruh anggota bewan
Komisaris diberhentikan untuk sementara atau
RPerserocan tidak mémpunyai seorangpun  anggota
Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris
berhak untuk memberikan Kekuasaan sementara

kepada seorang atau lebih diantara anggolta Dewan

Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris, - —

‘ 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan

tugas dan wewenang vang
dibe ez aisaris  Utama atau Dewan

Basar ini berlaku pula

Ketent ¥ . , ud dalam Passl 1d4-——— e
mutatis Taku bagil rapat Dewan Komisaris

- RENCANA KERJA, TAHUMN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -

PASAlL 18

a. Direksi menyampaikan rencana Kerja yang memuat

juga anggaran tahunan Persercan Kepada Dewan

Koemisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum

tahun buku dimulai.
l b. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1)
harus disampaikan paliné'lambat %0 (tiga puluh)

hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan

datang.

¢. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
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_*E;;;;;w Januari sampai dengan téngé&l 31 (tiga
puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan
Desember buku Perserocan ditutup. Untuk pertama
kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari
akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember 2011 (dua ribu

sebelas).

d. Direksi menyvusun laporan tahunan dan
menyvediakannya dikanter Rersercan untuk dapat

diperiksa oleh para pemegang saham terhitung

sejak tags CARugl lan RURS tahunan.

vang positif, dibagi

menurut caré ggunaannva yanyg ditentukan oleh

RURS tersebul.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukan kerugiasn yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kKerugian itu akan
tetap dicatat dan dimasukkan dalamm perhitungan
laba rugi «an dalam tahun buku selanjutnyva
persaroan diangggp tidak mendapat laba selama
kerugian »ang tercatat dodan dimasukkan dalam

perhitungan laba rugi 1itu belum tertutup

aseluruhnya.
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[ sebelum tahun buku Perseroan berKahir.

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 20

1. Penvisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan

sampai méncapai 20 % (dua puluh persen) dari
jumlah medal ditempatkan dan disetor hanya boleh

dipergunakan untuk menutup kerugian yang . tidak

dipenuhi eleh cadangan lain.
l 2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 %

(dua puluh persen), RURS dapat memutuskan agar

digunakan bagi keperluan

menutup Kerugian dan

vany CLepat menurub pertimbangan Direksi, setelah

memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta-——-—

memperhatikan peraturan perundang-undangan.——-

KETENTUAN PENUTUR

PASAL 21

[ Segala sesuatu wyang tidak atau belum  cukup

diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam

RURS .
{ Akhirnya, para penghadaé—bertindak dalam -———-—

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ——— e —

menerangkan bahwa:

1. medal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam
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pasal 4 ayvat 2 telah diambil bagian'dan disetor
penuh dengan uang tunai melalui kas PRPerseroan

oleh para pendiri:

a.Tuan

tersebut, sejumlah 50 ——
(lima puluh) saham dengan—

nilai neminal seluruhnya —

sebesar Rp .50.000.000,~

(lima puluh juta rupiah).—

' b.Nyonya , som———

terseb

R, 50 L 000, 000, ~

saham denyg: neminal

seluruhnyva sebesar Rp.5%0.000.000,~

(lima puluh juta rupiah).—

-sehingga seluruhnva ———————
berjumlah 150 (seratus lima—
puluh) saham dengan nilai —
neminal seluruhnya sebesar ————Rp.150.000.000,~

(seratus lima puluh juta ——

rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Rasal 12 awyat

{(3) dan Rasal 15 ayvat (3) Anggaran Dasar ini
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}

sebagail:
~ Direktur Utama: Tuan 7 . tersebut. -
- Direktur : Myonya , tersebut.
-~ Komisaris z S i

1 . L, tersebut . ————————
Pengangkatan anggeta Direksi dan Dewan Komisaris

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang

bersangkutan.

! ~Para Rihak dengan ini menjamin akan kebenaran

3 ‘} i dengan tanda pengenal
Ko ' s .

identitas g

yang oiBe \\‘

baertan it S ;9!.'“"-" tas hal tersebut dan

Motaris, dan ————————

selan’ E 2 i‘wax J U yvatakan telah ————-
o °®

menget o8 i i kta ini, dan apabila

dikemud y<. ' 9 ),;f ~an hukum mengenai hal

-

tersebut x)« -

sebab apapun juga, maka para pihak akan membebaskan

sn =uatu  sengkKeta Karena

Motaris dan saksi-saksi yvang menandatangani akta

ini dari segala tuntutan hukum.

DEMIKIAMNLAH AKTA INI
| Oibuat dan diresmikan di Bekasi pada hari dan

tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta

ini dengan dihadiri oleh:

1. Tuan ~ Sarjana Hukum, lahir di -

Tondano, pada tanggal - ¢ —

1), Warga Megara Indonesia, UE— -

bertempat tinggal 4di Jakarta 8elatan, E
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II1, Kecamatan 5 S {elurahan -
3, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009 dan

s

2. Tuan , Sarjana Hukum, lahir di ———
Bandung, pada tanggal : : L

¢ T T Son |

Warga Negara Indenesia, bertempat tinggal i ——
Kota Bekasi, Perumahan 9 n o J—

Kecamatan : Kelurahan M - L

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 019:

keduanyva pegs
1895‘ QP

Hatar : -~a'ﬂ‘~ saksi-sakail, maka akta

or Hotaris sebagal para saksi.

ni dibacakan oleh sava,

penghadar tersebut,

Mataris. i
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